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 PT. Askes adalah sebuah perusahaan BUMN (Badan Usaha Milik Negara) 
yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan asuransi kesehatan di Indonesia 
khusunya peserta askes sosial. Askes sosial diperuntukan untuk pegawai negeri 
sipil, TNI-Polri dan Veteran. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui 
bagaimana kinerja PT. Askes cabang Surakarta dalam layanan askes sosialyang 
dilihat dari indikator kinerja yakni efektivitas, kualitas pelayanan dan 
responsivitas serta untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja 
PT. Askes cabang Surakarta tersebut. 
 Rumusan masalah adalah Bagaimana kinerja PT. Askes Cabang Surakarta 
dalam Pelayanan Terhadap Peserta Askes Sosial ?Metode yang digunakan dalam 
penelitian ini adalah deskrip tif kualitatif . Tehnik pengumpulan data yang 
dilakukan dengan wawancara, telaah dokumen dan observasi. Wawancara 
dilakukan kepada pihak terkait yang berhubungan denganobyek penelitia, yaitu 
kepala cabang, kepala seksi dan dilanjutkan kepada peserta askes sosial dengan 
metode purposive sampling sebagai metode pengambilan sampelnya. Telaah 
dokumen dilakukan terhadap dokumen maupun buku-buku pedoman yang 
berhubungan dengan topik penelitian. Observasi yaitu melakukan pengamatan 
langsung mengenai fasilitas, saran dan prasarana di PT. Askes cabang Surakarta. 
Validitas data yang digunakan adalah triangulasi data yakni menguji data yang 
sejenis dari berbagai sumber dan tehnik analisis datanya adalah analis is interaktif 
dengan komponen analisis yakni reduksi data, sajian data dan penarikan simpulan. 
 Hasil Penelitian ini menunjukan bahwa kinerja pelayanan PT. Askes 
cabang Surakarta terhadap peserta askes sosial umumnya sudah berjalan dengan 
baik. Hal ini ditunjukkan dengan tolak ukur sebagai berikut efesiensi PT. Askes 
cabang Surakarta dalam pelayanan askes sosial tidak memakan waktu yang lama 
dalam proses pelayanannya, sedangkan untuk kualitas pelayanan askes sosial di 
PT. Askes cabang Surakarta sudah cukup memuaskan. Untuk responsivitas pihak 
askes sosial terhadap peserta askes sosial dalam menangani keluhan para peserta 
askes sosial umumnya sudah baik karena keluhan dari peserta askes sosial 
langsung di proses oleh PT. Askes cabang Surakarta. Faktor- faktor yang 
mempengaruhi kinerja pelayanan askes sosial adalah jumlah  pegawai yang masih 
terbatas. Disarankan adanya komunikasi yang baik terhadap mitra kerja PT. Askes 








A. Latar Belakang Masalah 
Di tengah-tengah semakin berkembangnya berbagai jenis pelayanan 
kesehatan, mutu pelayanan kesehatan masih sering diabaikan. Untuk itu, kualitas 
kesehatan masyarakat perlu di tingkatkan. Salah satu fungsi utama pemerintah 
adalah fungsi pelayanan masyarakat/ Public Service Function. Oleh karena itu, 
kehadiran birokrasi pemerintah mutlak diperlukan dalam penyelenggaraan 
pelayanan publik. Alasan lain karena penyelenggaraan pelayanan publik, apalagi 
pelayanan jasa kesehatan yang sifatnya dinikmati semua orang tanpa terkecuali, 
akan menarik bagi sektor swasta.  
Pemerintah memiliki kewajiban menyediakan barang dan jasa yang 
diperlukan oleh masyarakat luas, baik melalui birokrasinya maupun melalui 
Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Peran pemerintah melalui BUMN sesuai 
dengan amanat UUD 1945 pasal 33 Ayat 2 yang menyebutkan cabang-cabang 
produksi yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak 
dikuasai oleh negara. Hal ini berarti penguasan Negara atas cabang-cabang 
produksi tersebut diwujudkan dalam bentuk perusahaan negara / BUMN.  
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1969, BUMN adalah 
seluruh bentuk usaha negara yang modal seluruhnya atau sebagian dimiliki oleh 
negara/ pemerintah dan dipisahkan dari kekayaan negara. Pengertian ini diperkuat 




BUMN adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki 
oleh negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan 
negara yang dipisahkan.  
Di Indonesia, seperti halnya negara-negara lain, BUMN masih menjadi 
salah satu penggerak ekonomi. Tujuan Pendirian BUMN antara lain untuk 
menciptakan lapangan pekerjaan, pengembangan daerah, merintis sektor yang 
belum dimasuki swasta, menyediakan fasilitas semi publik. Ringkasnya, tujuan 
BUMN adalah memaksimumkan kesejahteraan rakyat serta memaksimumkan 
tujuan tertentu termasuk kemungkinan memperoleh keuntungan maksimal. 
 Pembahasan tentang kinerja BUMN dirasa relevan bila dikaitkan dengan 
kinerja sektor publik karena BUMN selain mempunyai fungsi komersial untuk 
mencari keuntungan sehingga memberi sumbangan bagi pendapatan negara juga 
mempunyai fungsi non komersil sebagai agent of development yaitu pemacu 
perkembangan ekonomi.  
Sebelum era reformasi, sudah menjadi rahasia umum bahwa kinerja 
BUMN cenderung birokratis serta rendah profesionalismenya. BUMN lebih 
menonjolkan citra sebagai lembaga birokrasi dari pada sebuah badan usaha yang 
wajib memperoleh keuntungan. BUMN lebih tampak sebagai lahan tumbuh 
berkembangnya korupsi dan kolusi dan lebih berfungsi sebagai sapi perahan 
pejabat (baik eksekutif maupun legislatif). Ada beberapa situasi yang membawa 
BUMN pada kerugian sehingga akhirnya harus mendapatkan subsidi dari 




Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan merilis kasus dugaan korupsi 
yang melibatkan salah satu badan usaha milik negara (BUMN).  
Sedianya KPK sempat menangani sejumlah kasus dugaan korupsi di BUMN. Di 
antaranya, dugaan korupsi di Radio Republik Indonesia (RRI) yang merugikan 
keuangan negara sebesar Rp 20 miliar, kasus pelepasan aset tanah dan bangunan 
milik PT Industri Sandang Nusantara (ISN) yang merugikan negara Rp  70 miliar, 
dan kasus penyimpangan izin pengolahan hutan di Kalimantan Timur yang 
dilakukan Perhutani. (news.okezone.com)  
Era reformasi ini membawa banyak perubahan termasuk pada sektor 
pelayanan publik. Semakin pandainya masyarakat dalam menilai kualitas suatu 
layanan menuntut aparat birokrasi bekerja dengan cepat, tepat, bersih, jujur, serta 
bertanggungjawab. Untuk itu diperlukan juga peningkatan kemampuan aparat  
serta peningkatan pelayanan publik sehingga dapat meningkatkan kepercayaan 
masyarakat terhadap aparat birokrasi. Asuransi kesehatan merupakan jenis usaha 
jasa keuangan  yang sangat kompleks yang melibatkan tiga unsur yang tidak dapat 
dipisahkan yaitu peserta (enrollee/ insured), pemberi pelayanan (provider) dan 
badan asuransi (insurer). 
Sebagai suatu perusahaan jasa keuangan, efisiensi dan profit merupakan 
tuntutan utama. Sedangkan sebagai suatu usaha dalam bidang  jasa pelayanan 
kesehatan, menuntut “art” tersendiri, untuk  dapat memberi kepuasan terhadap 
setiap individu terkait, baik peserta maupun pemberi pelayanan kesehatan. 
Telah terbukti bahwa asuransi kesehatan merupakan sistim pembiayaan 




kesehatan masyarakat. Namun kenyataannya cakupan asuransi kesehatan di 
Indonesia masih sangat kecil, yaitu sekitar 18% dari populasi, dimana sebagian 
besar yaitu sekitar 7% dari populasi  ditangani oleh PT Askes. Rendahnya 
cakupan asuransi kesehatan ini disebabkan oleh karena belum adanya sistem yang 
mendorong masyarakat untuk berasuransi kesehatan, sedang di sisi lain kesadaran 
dan kemampuan masyarakat untuk berasuransi masih relatif rendah.  
Dalam kondisi seperti ini maka iklim untuk mengembangkan usaha 
asuransi kesehatan, khususnya yang dapat memberikan perlindungan bagi 
masyarakat luas memang kurang kondusif. Banyak perusahaan asuransi baik 
asuransi jiwa maupun asuransi umum mulai menjual produk asuransi kesehatan 
sebagai produk “rider”. Namun pada umumnya hanya memberikan 
pertanggungan sebagian (tidak menyeluruh) dan hanya menjangkau segmen 
masyarakat tertentu, sehingga kurang bermakna bila ditinjau dari sistim 
pembiayaan dalam lingkup nasional. Bahkan sebaliknya sistem seperti ini dapat 
memicu peningkatan inflasi biaya pelayanan kesehatan. Penugasan yang 
dilakukan kepada PT. Askes terkait dengan sistem jaminan sosial nasional 
didasari pada adanya political will pemerintah untuk memberlakukan UU No. 40 
Tahun 2004. PT. Askes sendiri diharapkan dapat menjalankan fungsi Public 
Service Obligation yang memungkinkan sebuah BUMN bergerak di bidang sosial 
atau nirlaba. PT. Askes juga dianggap sebagai BUMN yang sangat sehat untuk 
mengembangkan potensi ini.  Kinerja PT. Askes sendiri juga sudah terbukti dan 




anggotanya. PT. Askes juga diharapkan mampu menyelenggarakan jaringan 
pelayanan kesehatan yang sangat luas.  
PT. Askes Cabang Surakarta mendapat penugasan dari pemerintah untuk 
menyelenggarakan asuransi kesehatan sosial sejak tahun1968 dan sejak tahun 
1992  telah pula menyelenggarakan asuransi kesehatan yang bersifat komersial. 
Bedasarkan besarnya jumlah jiwa cakupan, pada saat ini PT Askes merupakan 
perusahaan asuransi kesehatan yang terbesar di Indonesia, namun bila ditinjau 
dari marketshare, PT. Askes masih jauh dibawah perusahaan asuransi multi 
nasional. Dengan era globalisasi ini sudah semakin banyak perusahaan asuransi 
multi nasional yang mengembangkan usahanya di Indonesia, termasuk dalam 
usaha asuransi kesehatan. Dengan citra sebagai perusahaan multi nasional 
perusahaan seperti ini biasanya lebih unggul dalam merebut pasar dari  golongan 
masyarakat segmen atas. Melaksanakan semua kegiatan pokoknya sehingga 
mencapai misi dan visi institusi (Keban, 2004: 193) 
PT. Asuransi Kesehatan (PT. Askes) Cabang Surakarta adalah organisasi 
publik yang sangat vital keberadaannya bagi masyarakat Indonesia karena 
merupakan penyedia layanan kesehatan bagi masyarakat pada umumnya serta 
masyarakat kota Surakarta pada khususnya. Dalam rangka mewujudkan visi dan 
misi yang telah ditetapkan, PT. Askes (Persero) bertujuan memiliki budaya 
perusahaan yang dalam pelaksanaan kegiatan sehari-hari tercermin sebagai 
perilaku segenap jajaran perusahaan mulai dari Direksi hingga pegawai terendah 
berupa Integritas, Pelayanan Prima, Kerjasama dan Pembelajaran Secara Terus 




PT.Askes Cabang Surakarta meliputi daerah-daerah sekitar seperti Karanganyar, 
Sukoharjo, Sragen, Wonogiri dan Surakarta. Produk yang dikeluarkan Askes 
Cabang Surakarta antara lain: Askes Komersil , merupakan jaminan pemeliharaan 
kesehatan bagi Group/ Badan Usaha yang berlaku nasional dan internasional. 
Pelayanan dapat dilakukan di provider yang ditunjuk oleh PT. Askes (Persero), terutama 
Rumah Sakit Eksklusif antara lain : Rumah Sakit yang ditunjuk oleh PT. Askes (Persero) 
di seluruh Indonesia. Kelas  Rawat Inap : Kelas VIP RS dalam negeri. 
Kedua adalah Jamkesmas dimana sejak bulan januari 2005 PT. Askes 
(Persero) diberi tugas oleh pemerintah melalui Departemen Kesehatan RI, sesuai 
Keputusan Menteri kesehatan RI Nomor1241/MENKES/SK/XI/2004 dan Nomor 
56/MENKES/SK/I/2005, sebagai Penyelenggara Program Jaminan Kesehatan 
Masyarakat Miskin (PJKMM). Sedangkan Askes Sosial diperuntukan untuk 
Program asuransi kesehatan sosial bagi Pegawai Negeri Sipil, Penerima Pensiun, 
Veteran dan Perintis Kemerdekaan beserta anggota keluarganya, anak yang 
ditanggung maksimal 2 anak, umurnya maksimal berusia 21 tahun, dan bila 
sedang melanjutkan kuliah berusia maksimal 25 tahun. 
Tabel 1.1. 
Peserta Askes Sosial PT. Askes Cabang Surakarta 










Peserta program Askes Sosial jumlahnya relatif stabil namun peserta 
program Komersial mengalami pertumbuhan rata rata 50% per tahun. Dari market 
research yang dilakukan menunjukkan bahwa dimata konsumen dan konsumen 
potensial Askes adalah perusahaan asuransi kesehatan yang besar, terpercaya serta 
dekat dengan konsumen namun masih kurang bergengsi. Hal ini terutama 
disebabkan bahwa Askes dikonotasikan sebagai Pegawai Negeri. Program 
asuransi kesehatan sosial bagi Pegawai Negeri Sipil, Penerima Pensiun, Veteran 
dan Perintis Kemerdekaan beserta anggota keluarganya merupakan penugasan 
Pemerintah kepada PT Askes (Persero) cabang Surakarta dan dalam usaha 
perasuransian dikenal sebagai Government Captive Health Insurance, bukan 
merupakan bentuk monopoli. (www.indonesianewsonline.com). 
Walaupun kaidah-kaidah Asuransi Kesehatan Sosial telah dipenuhi, 
namun rendahnya premi yang diterima masih belum mampu memenuhi seluruh 
kebutuhan biaya pelayanan kesehatan peserta. Akibat keterbatasan dana tersebut, 
berbagai upaya telah dilakukan, baik oleh Pemerintah berupa pengaturan besaran 
tarip pelayanan, maupun melalui kebijakan operasional PT Askes (Persero) yang 
bertujuan untuk menjaga kelangsungan pelayanan kesehatan dengan mutu yang 
tetap baik. Melalui berbagai upaya pengembangan sistem pelayanan dan 
pembiayaan yang telah dilakukan, laju peningkatan biaya pelayanan dapat 
dikendalikan menjadi sekitar 17-20% per tahun. Walaupun demikian, PT Askes 
(Persero) masih belum mampu mencukupi biaya Rumah Sakit untuk melayani 
peserta askes sosial, sehingga kesenjangan antara biaya yang dibayarkan PT 




Terlebih lagi dengan adanya kondisi lingkungan, antara lain Otonomi Daerah, 
Rumah Sakit sebagai BUMD, Perubahan status Rumah Sakit menjadi Perusahaan 
Jawatan (Perjan). Untuk mengurangi kesenjangan tersebut, sejak tahun 1999 telah 
diberlakukan iuran biaya (cost sharing), yang juga merupakan alat pengendalian 
biaya. Dengan telah terbitnya PP No. 28 tahun 2003 sebagai realisasi dari 
Undang-Undang No. 43 tahun 1999 pasal 32, secara bertahap Pemerintah telah 
memberikan premi kepada PT Askes (Persero) cabang Surakarta dalam program 
askes sosial telah mengupayakan peningkatan pelayanan berupa perluasan 
jaringan pelayanan RJTP oleh Dokter Keluarga, memperluas pelayanan Rawat 
Inap di Rumah Sakit Swasta. Untuk Askes Cabang Surakarta program dari askes 
sosial bekerja sama dengan rumah sakit swasta diantaranya, RS Kasih Ibu, RS 
Panti Waluyo, RS Yarsis, RS Dr Oen Solo Baru dan Kandang Sapi. Pemegang 
kartu Askes Sosial golongan PNS 1-3 menempati rawat inap dikelas 2 secara 
gratis, sedangkan golongan PNS 4 menempati kelas 1 secara gratis. Permasalahan 
disini terjadi bagaimana peserta askes sosial dalam melakukan sosialisasi tidak 
langsung ke peserta askes sosial di tempat mereka bekerja hanya melakukan 
informasi di PT. Askes Cabang Surakarta dan Rumah Sakit peserta askes, yang 
membuat prosedur pelayanan askes sosial menjadi lebih lambat. 
 
B. Perumusan Masalah 
Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka permasalahan yang 
ditekankan dalam penelitian ini adalah : “Bagaimana Kinerja PT. Askes 




C. Tujuan penelitian 
Bertolak dari perumusan masalah di atas, maka penelitian ini dilakukan 
guna mencapai berbagai tujuan berbagai berikut : 
1. Tujuan Operasional 
Mengetahui secara mendalam tentang kinerja PT. Askes Cabang Surakarta 
dalam pelayanan terhadap peserta askes sosial, faktor-faktor pendukung dan 
menghambat PT. Askes Cabang Surakarta dalam melakasanakan kinerjanya 
dalam memeberikan pelayanan terhadap peserta askes sosial. 
2. Tujuan Fungsional 
Dari hasil penelitian ini diharapkan bisa memberikan manfaat bagi peneliti, 
pembaca, khususnya bagi pihak PT. Askes Cabang Surakarta baik sebagai 
tambahan pengetahuan, saran, maupun bahan pertimbangan untuk 
meningkatkan kinerja PT. Askes Cabang Surakarta khususnya dalam 
pelayanan askes sosial. 
3. Tujuan Individual 
Untuk mencapai gelar kesarjanaan Jurusan Ilmu Administrasi, Program Studi 
Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas 
Sebelas Maret Surakarta. 
D. Manfaat Penelitian 
1. Manfaat Teoritis 
Secara teoritis, penelitian ini diharapkan akan dapat dipakai sebagai bahan 
pertimbangan dalam penelitian empiris yang lain dan membuka kesempatan 




2. Manfaat praktis 
 Hasil penelitian ini diharapkan bisa memberikan gambaran yang jelas 
dan mendalam mengenai kinerja PT. Askes Cabang Surakarta dalam 
memberikan pelayanan terhadap peserta askes sosial. 
  Dapat dipakai sebagai sebuah pertimbangan/ masukan yang bernilai 
positif bagi PT. Askes Cabang Surakarta dalam meningkatan pelayanan 
kepada masyarakat. 
 
E. Tinjauan Pustaka 
1. Kinerja 
Istilah kinerja merupakan terjemahan dari performance yang sering 
diartikan oleh para cendekiawan sebagai penampilan, untuk kerja. Atau 
prestasi (Keban,2004: 191) 
Dalam praktek pengukuran kinerja seringkali dikembangkan secara 
ekstensif, instensif, dan eksternal. Pengembangan kinerja secara ekstensif 
mengandung maksud bahwa lebih banyak bidang kerja yang diikutsertakan 
dalam pengukuran kinerja, sedangkan pengembangan secara eksternal 
diartikan lebih banyak pihak luar yang diperhitungkan dalam pengukuran 
kinerja. Pemikiran seperti ini sangat membantu untuk dapat lebih secara valid 
dan objektif melakukan penilaian kinerja karena lebih banyak parameter yang 
dipakai dalam pengukuran dan lebih banyak pihak yang terlibat dalam 




Kinerja oleh Lembaga Administrasi Negara dalam Joko Widodo 
(2005) diartikan sebagai gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan 
suatu kegiatan/ program/ kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, msi, 
visi, organisasi. (Widodo, 2005: 206) 
Swanson dan Holton III dalam Yeremias Keban (2008) membagi 
kinerja atas tiga tingkatan yaitu : kinerja organisasi, kinerja proses, dan 
kinerja individu. (Keban, 2008: 211) Menurut Ahmad Ruky istilah “kinerja/ 
prestasi” sendiri sebenarnya adalah pengalihbahasaan dari kata 
“PERFORMANCE”. Sebagaimana dikatakan oleh Bernardin dan Russel 
dalam Ahmad Ruky (2002) yang memberikan definisi tentang performance 
adalah sebagai berikut : 
“Performance is defined as the record of outcomes produced on a 
specified job function or activity during a specificied time period.” 
 (Prestasi adalah catatan tentang hasil-hasil yang diperoleh dari fungsi-fungsi 
pekerjaan tertentu atau kegiatan tertentu selama kurun waktu tertentu) (Ruky, 
2002: 15) 
Yang ditekankan disini adalah pengertian prestasi sebagai “hasil” atau 
“apa yang keluar” (outcomes) dari sebuah pekerjaan dan kontribusi pada 
organisasi. Sedangkan menurut Yeremias T. Keban (2004) kinerja yaitu : 
hasil kerja yang dijanjikan kepada publik pada setiap tahun anggaran 
termasuk yang dijanjikan dalam pemilihan umum atau pengangkatan dalam 




 Kinerja adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian 
pelaksanaan suatu kegiatan/ program/ kebijakan dalam mewujudkan sasaran, 
tujuan, misi, dan visi organisasi yang tertuang dalam strategic planning suatu 
organisasi. Istilah kinerja sering digunakan untuk menyebut prestasi atau 
tingkat keberhasilan individu maupun kelompok individu. Kinerja bisa 
diketahui hanya jika individu atau kelompok individu tersebut mempunyai 
kriteria keberhasilan yang telah ditetapkan. Kriteria keberhasilan ini berupa 
tujuan-tujuan atau target tertentu yang hendak dicapai, tanpa ada tujuan dan 
target, kinerja seseorang atau organisasi tidak mungkin dapat diketahui 
karena tidak ada tolok ukurnya (Mahsun, 2006: 25). 
Penilaian kinerja menurut Ahmad Ruky (2002) dilakukan pada akhir 
periode yaitu dengan membandingkan antara hasil yang sebenarnya diperoleh 
dengan yang direncanakan. (Ruky, 2002: 159) Dengan kata lain, sasaran-
sasaran tersebut harus diteliti satu per satu, mana yang telah dicapai 
sepenuhnya (100%), mana yang di atas standar (target) dan mana yang di 
bawah target atau tidak tercapai penuh. sedangkan menurut Salim dan 
Woodward dalam Agus Dwiyanto (2006) melihat kinerja berdasarkan 
pertimbangan-pertimbangan ekonomi, efisiensi, dan persamaan pelayanan. 
Aspek ekonomi dalam kinerja diartikan sebagai strategi untuk menggunakan 
sumber daya yang seminimal mungkin dalam proses penyelenggaraan 
kegiatan pelayanan publik. (Dwiyanto, 2006: 52). 
Penilaian terhadap kinerja bagi setiap organisasi merupakan suatu 




ukuran keberhasilan suatu organisasi dalam kurun waktu tertentu. Selain itu 
dapat pula dijadikan input atau masukan bagi perbaikan dan peningkatan 
kinerja organisasi selanjutnya. 
Menurut Surya Dharma (2005) bahwa penilaian kinerja didasarkan 
pada pemahaman pengetahuan, keahlian, kepiawaian, dan prilaku yang 
diperlukan untuk melaksanakan suatu pekerjaan dengan baik dan analisis 
tentang atribut perilaku seseorang sesuai kriteria yang ditentukan untuk 
masing-masing pekerjaan. (Dharma, 2005: 101) 
Dharma juga mendeskripsikan bahwa kriteria bagi penilaian kinerja 
harus berimbang di antara : 
 Pencapaian dalam hubungannya dengan berbagai sasaran. 
 Perilaku dalam pekerjaan sejauh mempengaruhi peningkatan kinerja. 
 Efektifitas sehari-hari. 
(Dharma, 2005: 130) 
Penilaian kinerja birokrasi publik tidak cukup hanya dilakukan dengan 
menggunakan indikator-indikator yang melekat pada birokrasi itu, seperti 
efisiensi dan efektivitas, tetapi harus dilihat juga dari indikator-indikator yang 
melekat pada pengguna jasa, seperti kepuasan pengguna jasa, akuntabilitas, 
dan responsivitas. Penilaian kinerja dari sisi pengguna jasa menjadi sangat 
penting karena birokrasi publik sering kali memiliki kewenangan monopolis 
sehingga para pengguna jasa tidak memiliki alternatif sumber pelayanan. 
Dalam pelayanan yang diselenggarakan oleh pasar, dengan pengguna 




mencerminkan kepuasan terhadap pemberi layanan. Dalam pelayanan oleh 
birokrasi publik, penggunaan pelayanan oleh publik sering tidak ada 
hubungannya sama sekali dengan kepuasanya terhadap pelayanan. Kinerja 
akan dianggap memenuhi standar apabila permintaan akan informasi 
ditangani dengan segera dan sangat membantu dalam semangat “can do/ will 
do” dan disampaikan dalam bentukyang dikehendaki oleh pemakai informasi. 
(Dharma, 2005: 82). 
Sebagaimana diungkapkan oleh Agus Dwiyanto (2006) bahwa 
penilaian kinerja merupakan suatu kegiatan yang sangat penting karena dapat 
digunakan sebagai ukuran keberhasilan suatu organisasi dalam mencapai 
misinya. (Dwiyanto, 2006: 48) Untuk organisasi pelayanan publik, informasi 
mengenai kinerja tentu sangat berguna untuk menilai seberapa jauh pelayanan 
yang diberikan oleh organisasi itu memenuhi harapan dan memuaskan 
pengguna jasa. Dengan melakukan penilaian terhadap kinerja, maka upaya 
untuk memperbaiki kinerja bisa dilakukan secara lebih terarah dan sistematis. 
Informasi mengenai kinerja juga penting untuk menciptakan tekanan bagi 
para pejabat penyelenggara pelayanan untuk melakukan perubahan-
perubahan dalam organisasi. 
2. Pengukuran Kinerja dan Indikator Kinerja 
Menurut Robertson dalam Mohammad Mahsun (2006) pengukuran 
kinerja adalah suatu proses penilaian kemajuan pekerjaan terhadap tujuan dan 
sasaran yang telah ditentukan sebelumnya, termasuk informasi atas : efisiensi 




barang dan jasa (seberapa baik barang dan jasa diserahkan kepada pelanggan 
dan sampai seberapa jauh pelanggan terpuaskan); hasil kegiatan dibandingkan 
dengan maksud yang diinginkan; efektivitas tindakan dalam mencapai tujuan. 
(Mahsun, 2006: 25). Sedangkan menurut Marcel Guenoun dan Bruno 
Tiberghien (2007) Pengukuran kinerja pelayanan harus diarahkan untuk 
terfokus kepada perhatian dalam berbagai kriteria pelengkap secara seimbang. 
Sementara menurut Lohman dalam Mohammad Mahsum (2006: 25-
26) pengukuran kinerja merupakan suatu aktivitas penilaian pencapaian 
target-target tertentu yang diderivasi dari tujuan strategis organisasi. 
Whittaker menjelaskan bahwa pengukuran kinerja merupakan suatu alat 
manajemen yang digunakan untuk meningkatkan kualitas pengambilan 
keputusan dan akuntabilitas. 
Elemen pokok pengukuran kinerja menurut Mohammad Mahsum 
(2006) adalah sebagai berikut : 
1.   Menetapkan tujuan, sasaran dan strategi organisasi 
Tujuan adalah pernyataan secara umum (belum secara eksplisit) tentang 
apa yang ingin dicapai organisasi. Sasaran merupakan tujuan organisasi 
yang sudah dinyatakan secara eksplisit dengan disertai batasan waktu 
yang jelas. Strategi adalah cara atau tehnik yang digunakan organisasi 
untuk mencapai tujuan dan sasaran. Tujuan, sasaran, dan strategi tersebut 
ditetapkan dengan berpedoman pada visi dan misi organisasi. 




Indikator kinerja mangacu pada penilaian kinerja secara tidak langsung 
yaitu hal-hal yang sifatnya hanya merupakan indikasi-indikasi kinerja. 
Ukuran kinerja mengacu ini sangat dibutuhkan untuk menilai tingkat 
ketercapaian tujuan, sasaran, strategi. Indikator kinerja dapat berbentuk 
faktor-faktor keberhasilan utama dan indikator kinerja kunci. Faktor 
keberhasilan utama adalah suatu area yang mengindikasikan kesukseskan 
unit kerja organisasi. Area ini menggambarkan preferensi manajerial 
dengan memperhatikan variabel – variabel kunci finansial dan non 
finansial pada kondisi waktu tertentu. Faktor keberhasilan utama ini 
harus segera konsisten mengikuti perubahan yang terjadi dalam 
organisasi. Sedangkan indikator kinerja kunci merupakan sekumpulan 
indikator yang dianggap sebagai ukuran kinerja kunci baik yang bersifat 
finansial maupun nonfinansial untuk melaksanakan operasi dan kinerja 
unit bisnis. Indikator ini dapat digunakan oleh manajer untuk mendeteksi 
dan memonitor capaian kinerja. 
3.   Mengukur tingkat ketercapaian tujuan dan sasaran-sasaran organisasi. 
Mengukur tingkat ketercapaian tujuan dans asaran-sasaran organisasi 
adalah membandingkan hasil aktual dengan indikator dan ukuran kinerja 
yang telah ditetapkan. Analisis antara hasil aktual dengan indikator dan 
ukuran kinerja ini menghasilkan penyimpangan positif, penyimpangan 
negatif, atau penyimpangan nol. Penyimpangan positif berarti 
pelaksanaan kegiatan sudah berhasil mencapai serta melampaui indikator 




kegiatan belum mencapai indikator dan ukuran kinerja yang ditetapkan. 
Penyimpangan nol berarti pelaksanaan kegiatan sudah berhasil mencapai 
atau sama dengan indikator dan ukuran kinerja yang ditetapkan. 
4.   Evaluasi kinerja 
Evaluasi kinerja akan memberikan gambaran kepada penerima informasi 
mengenai nilai kinerja yang berhasil dicapai organisasi. Capaian 
organisasi dapat dinilai dengan skala pengukuran tertentu. Informasi 
capaian kinerja dapat dijadikan feedback dan reward-punishment, 
penilaian kemjuan organisasi dan dasar peningkatan kualitas 
pengambilan keputusan dari akuntabilitas. (Mahsum, 2006: 26-28) 
Pengukuran kinerja merupakan suatu aktivitas penilaian pencapaian 
target tertentu yang di derivasi dari tujuan organisasi. Jadi pengukuran kinerja 
harus berbasis pada strategi organisasi. Pemilihan indikator dan ukuran 
kinerja dan penetapan target untuk setiap ukuran ini merupakan upaya konkrit 
dalam memformulasikan tujuan strategis organisasi sehingga lebih berwujud 
dan terukur. Pengukuran kinerja juga harus didasarkan pada karakteristik 
operasional organisasi. Hal ini terutama diperlukan untuk mendefinisikan 
indikator dan ukuran kinerja yang digunakan. Organisasi dengan karakteristik 
operasional yang berbeda membutuhkan ukuran kinerja yang berbeda pula 
(Mahsun, 2006: 29-30), sedangkan menurut Lohman dalam Mohammad 
Mahsun (2006) terdapat aspek-aspek pokok yang harus dipertimbangkan 
dalam pengukuran kinerja organisasi komersial, antara lain: 




 Biaya (misalnya biaya produksi, biaya pemasaran, biaya pelayanan, 
biaya yang berhubungan, dengan persediaan, biaya distribusi dan 
sebagainya). 
 Assets (biaya angkut persediaan). 
2. Output 
 Keuangan (penjualan, keuntungan, return on invesment). 
 Waktu (waktu respon pelanggan, ketetapan waktu pengiriman). 
 Kualitas (keluhan pelanggan, kerusakan pengiriman). 
3. Fleksibilitas 
 Fleksibilitas volume (kemampuan merespons perubahan permintaan) 
 Fleksibilitas pengiriman (tingkat kecepatan atas pengiriman) 
 Fleksibilitas campuran (kemampuan melayani berbagai jenis 
permintaan) 
 Produk baru dan modifikasian (kemampuan menciptakan produk baru 
atau memodifikasi). 
(Mahsun, 2006: 31) 
Menurut Joko Widodo (2005) pengukuran kinerja merupakan metode 
untuk menilai kemajuan yang telah dicapai dibandingkan dengan tujuan yang 
ditetapkan. (Widodo, 2005: 94) Pengukuran kinerja digunakan untuk 
penilaian atas keberhasilan/ kegagalan pelaksanaan kegiatan/ program/ 
kebijakan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam 
rangka mewujudkan misi dan visi organisasi pemerintah. Pengukuran kinerja 




melaksanakan kegiatan berdasarkan indikator kinerja yang telah ditetapkan. 
Inti aktivitas pengukuran kinerja yakni melakukan penilaian. Untuk bisa 
melakukan penilaian tertentu dibutuhkan standar penilaian. Hakikat penilaian 
yakni membandingkan antara realita dengan standar yang ada. Karena itu, 
cara melakukan pengukuran kinerja yakni dengan cara (a) membandingkan 
antara rencana dengan realisasi, (b) realisasi tahun ini dengan tahun lalu, (c) 
membandingkan organisasi lain yang sejenis (bench-marking), (d) 
membandingkan antara realisasi dengan standarnya. 
Pengukuran kinerja ini menjadi suatu keharusan bagi setiap unit 
organisasi instansi pemerintah, karena: 1) Jika kinerja tidak diukur, maka 
tidak mudah membedakan antara keberhasilan dengan kegagalan, 2) Jika 
suatu keberhasilan tidak diidentifikasi, maka kita tidak dapar menghargainya, 
3) Jika keberhasilan tidak dihargai, kemungkinan besar malahan akan 
menghargai kegagalan, dan 4) Jika tidak mengenali keberhasilan, berarti juga 
tidak akan bisa belajar dari kegagalan. Mengingat arti pentingnya pengukuran 
kinerja, maka perlu dilakukan kegiatan untuk meningkatkan kemampuan 
setiap aparatur pemerintah dalam melakukan pengukuran kinerja instansi 
(unit organisasinya). (Widodo, 2005: 94). 
Sementara menurut Mahmudi (2005) pengukuran kinerja meliputi 
aktivitas penetapan serangkaian ukuran atau indikator kinerja yang 
memberikan informasi sehingga memungkinkan bagi unit kerja sektor publik 
untuk memonitor kinerjanya dalam menghasilkan output dan outcome 




untuk membantu manajer unit kerja dalam memonitor dan memperbaiki 
kinerja dan berfokus pada tujuan organisasi dalam rangka memenuhi tuntutan 
akuntabilitas publik. Mahmudi juga menambahkan bahwa indikator kinerja 
dapat dimanfaatkan baik oleh pihak internal organisasi maupun luar 
organisasi. (Mahmudi, 2005: 148) Bagi pihak internal, pihak internal, 
indikator kinerja digunakan untuk melaporkan hasil kerja. Hal itu terkait 
dengan tujuan pemenuhan akuntabilitas manajerial. Indikator kinerja bagi 
manajemen dapat digunakan sebagai sarana melakukan perbaikan 
berkelanjutan (continuous improvement). Bagi pihak eksternal indikator 
kinerja digunakan untuk melakukan evaluasi dan pemantauan kinerja. 
Secara umum, indikator kinerja memiliki peran antara lain : 
1. Membantu memperbaiki praktik manajemen. 
2. Meningkatkan akuntabilitas manajemen dengan memberikan 
tanggung jawab secara eksplisit dan pemberian bukti suatu 
keberhasilan atau kegagalan. 
3. Memberikan dasar untuk melakukan perencanaan kebijakan dan 
pengendalian. 
4. Memberikan informasi yang esensial kepada manajemen sehingga 
memungkinkan bagi manajemen untuk melakukan pengendalian 
kinerja di semua level organisasi. 
5. Memberikan dasar untuk pemberian kompensasi kepada staf. 




Sebelum membahas kinerja organisasi, terlebih dahulu perlu dibahas 
tentang masalah organisasi. Organisasi merupakan suatu bentuk kerja sama 
kelompok manusia atau orang di bidang tertentu (Etzioni dalam Riawan, 
2005: 37) dimana organisasi memiliki ciri : 
a)   Adanya pembagian kerja, kekuasaan dan tanggung jawab 
berkomunikasi, pembagian yang direncanakan untuk mempertinggi 
realisasi tujuan khusus. 
b)   Adanya satu atau lebih pusat kekuasaan yang mengawasi 
penyelenggaraan usaha-usaha bersama dalam organisasi dan 
pengawasan. Usaha tersebut untuk mencapai tujuan organisasi dan 
menata kembali strukturnya untuk meningkatkan efisiensi. 
c)   Pengaturan personil misalnya orang-orang yang bekerja secara tidak 
memuaskan dapat dipindahkan dan kemudian mengangkat pegawai lain 
untuk melaksanakan tugasnya. 
Organisasi sesungguhnya merupakan suatu koneksitas manusia yang 
kompleks dan dibentuk untuk tujuan tertentu, dimana hubungan anatara 
anggota bersifat resmi (impersonal), ditandai oleh aktivitas kerjasama, 
terintergrasi dalam lingkungan yang lebih luas, memberikan pelayanan dan 
produk tertentu dan tanggung jawab kepada hubungan dengan lingkungannya 
(Riawan 2005: 37) 
Salah satu definisi tentang organisasi yang digunakan Robbins dalam 
Yeremias T. Keban (2004) adalah suatu kesatuan sosial yang di 




berfungsi secara relatif teratur dalam rangka mencapai suatu atau serangkaian 
tujuan. Istilah terkoordinansi secara sadar menggambarkan adanya 
manajemen sedangkan kesatuan sosial menggambarkan kumpulan orang yang 
berinteraksi satu sama lain. (Keban, 2004: 117) Batasan yang relatif jelas 
menunjukkan bahwa ada kontrak antara organisasi dengan anggotanya 
sehingga dapat membedakan mana yang menjadi anggota dan mana yang 
bukan anggota. Berfungsi secara relatif teratur menggambarkan bahwa 
anggotanya bekerja teratur misalnya 8 jam per hari per minggu dan tujuan 
menggambarkan apa yang dicari oleh organisasi, yang membuat atau 
mendorong organisasi bekerja. 
4. PT. Askes Sebagai Organisasi Publik 
Organisasi yang biasa dikenal pada umumnya terdiri dari organisasi 
privat dan organisasi publik. Organisasi yang terbesar dimanapun tentu 
adalah organisasi publik yang mewadahi seluruh lapisan masyarakat dengan 
ruang lingkup negara. Oleh karena itu organisasi publik memiliki 
kewenangan yang absah (terlegitimasi) di bidang politik, administrasi, 
pemerintahan dan hukum secara terlembaga sehingga memiliki kewajiban 
melindungi warganya dan melayani kebutuhannya.  
a. Pengertian Pelayanan 
Definsi yang sangat simpel menurut (Ivancevich dkk, 1997: 448) 
dalam Ratminto & Atik Septi Winarsih (2005), “Pelayanan adalah 




melibatkan usaha-usaha manusia dan menggunakan peralatan”. 
(Ratminto&Winarsih, 2005: 2) 
Sedangkan definisi yang lebih rinci menurut Gronroos dalam 
Ratminto & Atik Septi Winarsih (2005) sebagaimana dikutip di bawah 
ini : 
“Pelayanan adalah suatu aktivitas atau serangkaian aktivitas yang 
bersifat tidak kasat mata (tidak dapat diraba) yang terjadi sebagai akibat 
adanya interaksi antara konsumen dengan karyawan atau hal-hal lain 
yang disediakan oleh perusahaan pemberi pelayanan yang dimaksudkan 
untuk memecahkan permasalahan konsumen/ pelanggan”. 
(Ratminto&Winarsih, 2005: 2) 
Dari dua definisi tersebut di atas dapat diketahui bahwa ciri pokok 
pelayanan adalah tidak kasat mata (tidak dapat diraba) dan melibatkan 
upaya manusia (karyawan) atau peralatan lain yang disediakan oleh 
perusahaan penyelenggara pelayanan. 
5. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kinerja 
Kinerja organisasi publik sangat dipengaruhi oleh faktor-faktor yang ada 
di dalam (internal) maupun diluar (eksternal) organisasi. Yuwono dkk. Dalam 
Hessel (2005) mengemukakan pendapat yang berkaitan dengan konsep 
kinerja organisasi, bahwa kinerja organisasi berhubungan dengan berbagai 
aktivitas dalam rantai nilai (value chain) yang ada pada organisasi. (Hessel 
(2005: 178-179) Berbagai faktor yang mempengaruhi kinerja organisasi 
sesungguhnya memberikan informasi mengenai prestasi pelaksanaan dari 
unit-unit organisasi, dimana organisasi memerlukan penyesuaian atas seluruh 
aktivitas sesuai dengan tujuan organisasi. Faktor-faktor yang dominan 




menerjemahkan dan menyelaraskan tujuan organisasi, budaya organisasi, 
kualitas sumber daya manusia yang dimiliki organisasi dan kepemimpinan 
yang efektif. 
Ruky dalam Hessel (2005) mengidentifikasikan faktor-faktor yang 
berpengaruh langsung terhadap tingkat pencapain kinerja organisasi sebagai 
berikut : 
a)   Teknologi yang meliputi peralatan kerja dan metode kerja yang 
digunakan untuk menghasilkan produk atau jasa yang dihasilkan oleh 
organisasi. Semakin berkualitas teknologi yang digunakan, maka akan 
semakin tinggi tingkat kinerja organisasi tersebut. 
b)   Kualitas input atau material yang digunakan oleh organisasi 
c)   Kualitas lingkungan fisik yang meliputi keselamatan kerja, penataan 
ruangan dan kebersihan 
d)   Budaya organisasi sebagai pola tingkah laku dan pola kerja ada dalam 
organisasi yang bersangkutan 
e)   Kepemimpinan sebagai upaya untuk mengendalikan anggota organisasi 
agar bekerja sesuai dengan standar dan tujuan organisasi 
f)   Pengelolaan sumber daya manusia yang meliputi aspek kompensasi, 
imbalan, promosi, dan lain-lain. (Hessel, 2005: 180) 
Atmosoeprapto dalam Hessel (2005) mengemukakan bahwa kinerja 
organisasi akan sangat dipengaruhi oleh faktor internal maupun faktor 
internal sebagai berikut: 




1) Faktor politik yaitu hal yang berhubungan dengan keseimbangan 
kekuasaan negara yang berpengaruh pada keamanan dan ketertiban 
yang akan mempengaruhi ketenangan organisasi untuk berkarya 
secara maksimal 
2) Faktor ekonomi yaitu tingkat perkembangan ekonomi yang 
berpengaruh pada tingkat pendapatan masyarakat sebagai daya beli 
untuk menggerakan sektor-sektor lainnya sebagai suatu sistem 
ekonomi yang lebih besar. 
3) Faktor sosial yaitu orientasi nilai yang berkembang di tengah 
masyarakat yang mempengaruhi pandangan mereka terhadap etos 
kerja yang dibutuhkan bagi peningkatan kinerja organisasi. 
b)  Faktor internal yang terdiri dari : 
1) Tujuan organisasi yaitu apa yang ingin dicapai dan apa yang ingin 
diproduksi oleh suatu organisasi. 
2) Struktur organisasi sebagai hasil desain antara fungsi yang akan 
dijalankan oleh unit organisasi dengan struktur formal yang ada. 
3) Sumber daya manusia yaitu kualitas dan pengelolaan anggota 
organisasi sebagai penggerak jalannya organisasi secara keseluruhan. 
4) Budaya organisasi yaitu gaya dan identitas suatu organisasi dalam 
pola kerja yang baku dan menjadi citra organisasi yang bersangkutan. 
(Hessel, 2005: 181-182) 
Sedangkan Menurut  Yeremias T. Keban (2004) Faktor-Faktor yang 




faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas penilaian kinerja di Indonesia, 
maka perlu melihat beberapa faktor penting sebagai berikut : 
1. Kejelasan tuntutan hukum atau peraturan perundangan untuk melakukan 
penilaian secara benar dan tepat. Dalam kenyataannya, orang menilai 
secara subyektif dan penuh dengan bias tetapi tidak ada suatu aturan 
hukum yang mengatur atau mengendaikan perbuatan tersebut. 
2. Manajemen sumber daya manusia yang berlaku memiliki fungsi dan 
proses yang sangat menentukan efektivitas penilaian kinerja. Aturan main 
menyangkut siapa yang harus menilai, kapan menilai, kriteria apa yang 
digunakan dalam sistem penilaian kinerja sebenarnya diatur dalam 
manajemen sumber daya manusia tersebut. Dengan demikian manajemen 
sumber daya manusia juga merupakan kunci utama keberhasilan sistem 
penilaian kinerja. 
3. Kesesuaian antara paradigma yang dianut oleh manajemen suatu 
organisasi dengan tujuan penilaian kinerja. Apabila paradigma yang dianut 
masih berorientasi pada manajemen klasik, maka penilaian selalu bias 
kepada pengukuran tabiat atau karakter pihak yang dinilai, sehingga 
prestasi yang seharusnya menjadi fokus utama kurang diperhatikan. 
(Keban, 2004: 203) 
Komitmen para pemimpin atau manajer organisasi publik terhadap 
pentingnya penilaian suatu kinerja. Bila mereka selalu memberikan komitmen 




dibawah otoritasnya akan selalu berusaha melakukakan penilaian secara tepat 
dan benar. 
6. Indikator Penilaian Kinerja Organisasi Publik 
Penilaian kinerja merupakan suatu kegiatan yang sangat penting 
karena dapat digunakan sebagai ukuran keberhasilan suatu organisasi dalam 
mencapai misinya. Untuk organisasi pelayanan publik, informasi mengenai 
kinerja tentu sangat berguna untuk menilai seberapa jauh pelayanan yang 
diberikan oleh organisasi itu memenuhi harapan dan memuaskan pengguna 
jasa. Dengan melakukan penilaian terhadap kinerja maka upaya untuk 
memperbaiki kinerja bisa dilakukan secara lebih terarah dan sistematis. 
Informasi mengenai kinerja juga sangat penting untuk menciptakan tekanan-
tekanan bagi para pejabat penyelenggara pelayanan untuk melakukan 
perubahan-perubahan dalam organisasi demi terwujudnya kinerja yang 
optimal. 
Berikut dikemukakan arti pentingnya penilaian kinerja organisasi 
publik menurut Agus Dwiyanto (2006) yakni : 
“penilaian kinerja organisasi publik tidak cukup hanya dilakukan 
dengan menggunakan indikator–indikator yang melekat pada birokrasi itu 
seperti efesiensi dan efektivitas, tetapi harus dilihat juga dari indikator- 
indikator yang melekat pada pengguna jasa, seperti kepuasan pengguna jasa, 
akuntabilitas, dan responsivitas. Penilaian kinerja dari sisi pengguna jasa 
menjadi sangat penting karena birokasi publik seringkali memiliki 
kewenangan monopolis sehingga para pengguna jasa tidak memiliki alternatif 
sumber pelayanan. Dalam pelayanan yang diselenggarakan oleh pasar, yang 
pengguna jasa memiliki pilihan sumber pelayanan, pengguna pelayanan bisa 
mencermikan kepuasan terhadap pemberi layanan. Dalam pelayanan oleh 
birokrasi publik, pengguna pelayanan oleh publik sering tidak ada 






Dalam hal ini dibutuhkan adanya Indikator kinerja pelayanan peneliti 
sendiri cenderung lebih memfokuskan dan menggunakan indikator kinerja 
pelayanan karena lebih terfokus kepada pelayanan kesehatan dari PT. Askes 
untuk peserta askes sosial. 
7. Indikator Kinerja Pelayanan 
Menurut Mahmudi (2005), indikator kinerja merupakan sarana atau 
alat untuk mengukur hasil suatu aktivitas, kegiatan, atau proses, dan bukan 
hasil atau tujuan itu sendiri. Indikator berfungsi untuk mengukur kinerja 
organisasi yang akan digunakan oleh manajemen untuk mengambil tindakan 
tertentu. (Mahmudi, 2005: 147) 
Sedangkan menurut BPKP dalam Mahsun (2006:71) indikator kinerja 
adalah ukuran kuantitatif atau kualitatif yang menggambarkan tingkat 
pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan. (Mahsun, 2006: 
71) 
Indikator penyusun kinerja sangat bervariasi sesuai dengan fokus dan 
konteks penelitian yang dilakukan, seperti indikator yang diungkapkan oleh 
Salim & Woodward dalam Ratminto dan Atik Septi Winarsih (2005) 
mengenai indikator kinerja pelayanan yaitu: 
1)   Economy atau ekonomis adalah penggunaan sumber daya yang sesedikit 
mungkin dalam proses penyelenggaraan pelayanan publik. 
2)   Effeciency atau efesiensi adalah suatu keadaan yang menunjukan 
tercapainya perbandingan terbaik antara masukan dan keluaran dalam 




3)   Effectiveness atau efektivitas adalah tercapainya tujuan yang telah 
ditetapkan, baik itu dalam bentuk target, sasaran jangka panjang maupun 
misi organisasi. 
4)   Equity atau keadilan adalah pelayanan publik yang diselenggarakan 
dengan memperhatikan aspek-aspek kemerataan. 
(Ratminto & Winarsih, 2005: 174) 
Sedangkan menurut Lenvinne dalam Ratminto dan Atik Septi 
Winarsih (2005) : 
1)   Responsiveness atau responsivitas ini mengukur daya tanggap providers 
terhadap harapan, keinginan dan aspirasi sera tuntutan konsumen. 
2) Responsibility atau responsibilitas adalah suatu ukuran yang 
menunjukkan seberapa jauh proses pemberian pelayanan publik itu 
dilakukan dengan tidak melanggar ketentuan-ketentuan yang telah 
ditetapkan.  
3)    Accountability atau akuntabilitas adalah suatu ukuran yang 
menunjukkan seberapa besar tingkat kesesuaian antara penyelenggara 
pelayanan dengan ukuran-ukuran eksternal yang ada di masyarakat dan 
dimiliki oleh stakeholders, seperti nilai dan norma yang berkembang di 
masyarakat. (Ratminto&Winarsih, 2005: 174). 
Pada dasarnya ada beberapa indikator yang biasanya digunakan untuk 
mengukur kinerja birokrasi publik. Menurut Agus Dwiyanto (2006) indikator 





Konsep produktivitas tidak hanya mengukur tingkat efesiensi, tetapi 
juga efektivitas pelayanan. Produktivitas pada umumnya dipahami sebagai 
rasio antara input dengan output. Konsep produktivitas dirasa terlalu 
sempit dan kemudian General Accounting Office (GAO) mencoba 
mengembangkan satu ukuran produktivitas yang lebih luas dengan 
memasukan seberapa besar pelayanan publik itu memiliki hasil yang 
diharapkan sebagai salah satu indikator kinerja yang penting. (Dwiyanto, 
2002: 50) 
b. Orientasi Kualitas Pelayanan 
Isu mengenai kualitas kualitas pelayanan cenderung menjadi 
semakin penting dalam menjelaskan kinerja organisasi pelayanan publik. 
Banyak pandangan negatif yang terbentuk mengenai organisasi publik 
muncul karena ketidakpuasan masyarakat terhadap kualitas layanan yang 
diterima dari organisasi publik. Dengan demikian, kepuasan masyarakat 
dapat dijadikan indikator kinerja organisasi publik. Keuntungan utama 
menggunakan kepuasan masyarakat sebagai indikator kinerja adalah 
informasi mengenai kepuasan masyarakat seringkali tersedia secara mudah 
dan murah. Informasi mengenai kepuasan terhadap kualitas pelayanan 
seringkali dapat diperoleh dari media massa atau diskusi publik. Akibat 
akses terhadap informasi mengenai kepuasan masyarakat terhadap kualitas 
layanan relatif sangat tinggi, maka bisa menjadi satu ukuran kinerja 




masyarakat bisa menjadi parameter untuk menilai kinerja organisasi publik 
(Dwiyanto, 2006: 50) 
c. Responsivitas 
Responsivitas menurut Agus Dwiyanto (2006) adalah kemapuan 
organisasi untuk mengenali kebutuhan masyarakat, menyusun agenda dan 
prioritas pelayanan, dan mengembangkan program-program pelayanan 
publik sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat. Secara singkat 
responsivitas di sini menunjuk pada keselarasan antara program dan 
kegiatan pelayanan dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat. 
Responsivitas dimasukkan sebagai salah satu indikator kinerja karena 
responsivitas secara langsung menggambarkan kemampuan organisasi 
publik dalam menjalankan misi dan tujuannya, terutama untuk memenuhi 
kebutuhan masyarakat. Responsivitas yang rendah ditunjukan dengan 
ketidakselarasan antara pelayanan dengan kebutuhan masyarakat. Hal 
tersebut jelas menunjukkan kegagalan organisasi dalam mewujudkan misi 
dan tujuan organisasi publik. Organisasi yang memiliki responsivitas 
rendah dengan sendirinya memiliki kinerja yang jelek pula. (Dwiyanto, 
2006: 50-51) 
d. Responsibilitas 
Levine dalam Agus Dwiyanto (2006) menyatakan bahwa responsibilitas 
menjelaskan apakah pelaksanaan kegiatan organisasi publik itu dilakukan 
sesuai dengan prinsip-prinsip administrasi yang benar dan sesuai dengan 




sebab itu responsibilitas bisa saja pada suatu ketika berbenturan dengan 
responsivitas. (Dwiyanto, 2006: 51). Menurut Arthur (2007) pemerintah 
harus memberikan ketentuan yang jelas dalam memberikan pelayanan 
kesehatan kepada masyarakat. 
e. Akuntabilitas 
Akuntabilitas publik dalam Dwiyanto (2006) menunjuk pada 
seberapa besar kebijakan dan kegiatan organisasi publik tunduk pada para 
pejabat politik yang dipilih oleh rakyat. Asumsinya adalah bahwa para 
pejabat politik tersebut karena dipilih oleh rakyat, dengan sendirinya akan 
selalu merepresentasikan kepentingan rakyat. (Dwiyanto, 2006: 51) Dalam 
konteks ini, konsep akuntabilitas publik dapat digunakan untuk melihat 
seberapa besar kebijakan dan kegiatan organisasi publik dapat digunakan 
untuk melihat seberapa besar kebijakan dan kegiatan organisasi publik itu 
konsisten dengan kehendak masyarakat banyak. Kinerja organisasi publik 
tidak hanya bisa dilihat dari ukuran internal yang dikembangkan oleh 
organisasi publik atau pemerintah, seperti pencapaian target. Kinerja 
sebaiknya harus dinilai dari ukuran eksternal, seperti nilai-nilai dan norma 
yang berlaku dalam masyarakat. Suatu kegiatan organisasi publik memliki 
akuntabilitas yang tinggi kalau kegiatan itu dianggap benar dan sesuai 
dengan nilai dan norma yang berkembang dalam masyarakat.  
Kumorotomo dalam Agus Dwiyanto (2006) menggunakan beberapa 
kriteria untuk dijadikan pedoman dalam menilai kinerja organisasi pelayanan 




1.   Efesiensi 
Efesiensi menyangkut pertimbangan keberhasilan organisasi pelayanan 
publik mendapatkan laba, memanfaatkan faktor-faktor produksi serta 
pertimbangan yang berasal dari rasionalitas ekonomis. 
2.   Efektivitas 
Apakah tujuan didirikannya organisasi pelayanan publik itu tercapai? Hal 
tersebut erat kaitannya dengan rasionalitas teknis, nilai, misi, tujuan, 
organisasi, serta fungsi agen pembangunan. 
3.   Keadilan  
Keadilan mempertanyakan distribusi dan alokasi layanan yang 
diselenggarakan oleh organisasi pelayanan publik. Kriteria ini erat 
kaitannya dengan konsep ketercukupan atau kepantasan. Keduanya 
mempersoalkan apakah tingkat efektivitas tertentu, kebutuhan nilai-nilai 
dalam masyarakat dapat terpenuhi. 
4. Daya tanggap 
Organisasi pelayanan publik merupakan bagian dari daya tanggap negara 
atau pemerintah akan kebutuhan vital masyarakat. Oleh sebab itu, kriteria 
organisasi tersebut secara keseluruhan harus di pertanggung jawabkan 
secara transparan demi memenuhi kriteria daya tanggap ini. 
(Dwiyanto, 2006: 52) 
Dari berbagai macam dimensi diatas, maka peneliti menggunakan 
beberapa dimensi yang dianggap relevan terhadap kinerja pelayanan kesehatan 





Menurut Kumorotomo dalam Agus Dwiyanto (2006) efektivitas 
menggambarkan apakah tujuan dari didirikan organisasi pelayanan publik 
tercapai ? Hal tersebut erat kaitannya dengan rasionalitas teknis, nilai, misi, 
tujuan organisasi, serta fungsi agen pembangunan. (Dwiyanto, 2006: 53) 
Salim & Woodward dalam Ratminto dan Atik Septi Winarsih (2005) 
menjelaskan bahwa efektivitas adalah tercapainya tujuan yang telah 
ditetapkan, baik itu dalam bentuk target, sasaran jangka panjang maupun misi 
organisasi. (Ratminto&Winarsih, 2005: 174) 
Sedangkan menurut Mahmudi (2005:92), efektivitas terkait dengan 
hubungan antara hasil yang diharapkan dengan hasil yang sesungguhnya 
dicapai. Efektivitas merupakan hubungan antara output dengan tujuan. 
Semakin besar konstribusi output terhadap pencapaian tujuan, maka semakin 
efektif organisasi, program, atau kegiatan. (Mahmudi, 2005: 92) 
Hasil yang dimaksudkan dalam penelitian ini adalah efektivitas lebih 
melihat pada pelaksanaan pelayanan program askes sosial sesuai dengan 
ketentuan pelaksanaannya yaitu tidak dikenakan biaya. 
2. Orientasi Kualitas Pelayanan 
Isu mengenai kualitas kualitas pelayanan cenderung menjadi semakin 
penting dalam menjelaskan kinerja organisasi pelayanan publik. Banyak 
pandangan negatif yang terbentuk mengenai organisasi publik muncul karena 
ketidakpuasan masyarakat terhadap kualitas layanan yang diterima dari 




indikator kinerja organisasi publik. Keuntungan utama menggunakan 
kepuasan masyarakat sebagai indikator kinerja adalah informasi mengenai 
kepuasan masyarakat seringkali tersedia secara mudah dan murah. Informasi 
mengenai kepuasan terhadap kualitas pelayanan seringkali dapat diperoleh 
dari media massa atau diskusi publik. Akibat akses terhadap informasi 
mengenai kepuasan masyarakat terhadap kualitas layanan relatif sangat 
tinggi, maka bisa menjadi satu ukuran kinerja organisasi publik yang mudah 
dan murah dipergunakan. Kepuasan masyarakat bisa menjadi parameter untuk 
menilai kinerja organisasi publik (Dwiyanto, 2006: 50) 
3. Responsivitas  
Menurut Agus Dwiyanto (2006) responsivitas adalah gambaran 
kemampuan organisasi untuk mengenali kebutuhan masyarakat. Menyusun 
agenda dan prioritas pelayanan publik sesuai kebutuhan dan aspirasi 
pemegang program pelayanan askes sosial. (Dwiyanto, 2006: 50) 
Sedangkan menurut Levinne dalam Ratminto dan Atik Septi Winarsih 
(2005) reponsivitas mengukur daya tanggap providers terhadap harapan. 
Keinginan dari aspirasi serta tuntutan costumers. (Ratminto&Winarsih, 2005: 
175) Ratminto sendiri mengungkapkan responsivitas sebagai kemapuan 
provider untuk mengenali kebutuhan masyarakat, menyusun agenda dan 
prioritas pelayanan, serta mengembangkan program-program pelayanan 
sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat. Secara singkat dapat 




harapan, keinginan dan aspirasi serta tuntutan costumers. 
(Ratminto&Winarsih, 2005: 181) 
Menurut Osborne & Plastrik dalam Agus Dwiyanto (2006) menyatakan 
bahwa organisasi yang memiliki reponsivitas yang rendah dengan sendirinya 
akan memiliki kinerja yang jelek juga. (Dwiyanto, 2006: 62-63) Menurut 
Agus Dwiyanto dalam operasionalisasinya, responsivitas pelayanan publik 
dijabarkan menjadi beberapa indikator seperti meliputi: 1) terdapat tidaknya 
keluhan pengguna jasa selama satu tahun terakhir, 2) sikap aparat birokrasi 
dalam merespon keluhan dari pengguna jasa, 3) penggunaan keluhan dari 
pengguna jasa sebagai referensi bagi perbaikan penyelenggaraan pelayanan 
dimasa mendatang, 4) berbagai tindakan aparat birokrasi untuk memberikan 
kepuasan pelayanan kepada pengguna jasa: serta 5) penempatan pengguna 
jasa oleh aparat birokrasi dalam sistem pelayanan yang berlaku. (Dwiyanto, 
2006: 63) 
Responsivitas dalam penelitian ini lebih mengacu pada proses 
pelayanan yang diberikan kepada peserta program askes sosial. Dengan 
melihat sikap dan komunikasi pegawai terhadap semua keluhan, aspirasi dan 
tuntuan pengguna jasa.  
 Berdasarkan konsep-konsep mengenai kulitas dan pelayanan diatas, maka 
dapat disimpulkan bahwa kualitas pelayanan adalah suatu kondisi dinamis yang 
berhubungan dengan produk dan jasa pelayanan, manusia, proses lingkungan 
yang secara langsung atau tidak langsung dapat memenuhi keinginan para 




kepada kinerja dari pelayanan program askes sosial daripada kinerja organisasi 
tersebut. Tolok ukur kualitas pelayanan tersebut dapat dilihat dari mekanisme dan 
prosedur pelayanan, kemampuan pegawai dalam memberikan pelayanan, 
reponsivitas yaitu daya tanggap dalam menanggapi segala keluhan dan kebutuhan 
masyarakat dan sarana penunjang pelayanan yaitu segala jenis peralatan, 
perlengkapan kerja dan fasilitas lain yang berfungsi sebagai alat utama atau 
pembantu dalam pelaksanaan tugas pelayanan terhadap peserta askes sosial. 
 
F. Kerangka Berpikir 
Kinerja pelayanan PT. Askes Surakarta adalah merupakan kemapuan 
untuk melaksanakan tugas-tugas pelayanan perserta askes sosial guna mencapai 
tujuan dan misi secara maksimal. Dengan kinerja ini diharapkan mampu 
menjelaskan apakah pelayanan askes sosial di PT. Askes Surakarta mampu 
melaksanakan tugas-tugas dan fungsi-fungsi yang diemban kepadanya secara 
optimal berhasil di dalam melayanani masyarakat sebagai pengguna jasa 
pelayanan kesehatan. Pelayanan kesehatan yang diberikan PT. Askes cabang 
Surakarta haruslah sesuai dengan kebutuhan masyarakat peserta program askes 
sosial. Dari proses pelayanan kesehatan tersebut akan dapat diketahui seberapa 
jauh kemampuan PT. Askes memberikan pelayanan yang sesuai terhadap peserta 
program askes sosial.  
Dalam penelitian kali ini menggunakan indikator kinerja yaitu : 
efektivitas, responsivitas dan kualitas pelayanan. Keberhasilan kinerja Kinerja PT. 




terlepas dari faktor-faktor yang dapat mendukung dan yang dapat menghambat 
serta upaya-upaya yang dilakukan dalam mencapai efektivitas, meningkatkan 
kualitas pelayanan serta responsivitas.  
Kerangka berpikir yang digunakan dalam penelitian ini berusaha membuat 
arahan untuk mempermudah melakukan penilaian mengenai kinerja PT. Askes 
cabang Surakarta dalam memberikan pelayanan dan mengelola program askes 
sosial dapat membantu masyarakat khususnya pemegang program layanan 
kesehatan berupa askes sosial untuk mendapatkan pelayanan yang sesuai dari 
program pelayanan kesehatan tersebut. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat dalam 
bagan sebagai berikut : 











Dari tampilan gambar di atas dapat terlihat bahwa kerangka pikir dalam 
penelitian ini adalah peneliti ingin mengetahui kinerja PT Askes Cabang 


















Faktor  yang 
menghambat : 
 SDM 
 Mitra Kerja 
Faktor Pendukung 
 Fasilitas 




indikator kinerja. Yaitu; efektivitas, responsivitas dan kualitas pelayanan. Dan 
bagaimana penerapan setiap nilai-nilai tersebut akan dikaitkan pula dengan faktor-
faktor yang bisa mempengaruhi kinerja pelayanan yang dilakukan oleh PT Askes 
Cabang Surakarta dalam mewujudkan kinerja pelayanan yang baik terhadap 
peserta askes sosial. Sehingga hasilnya akan bisa dijadikan sebagai barometer 
untuk mengukur Kepuasan peserta program Askes Sosial di PT. Askes Cabang 
Surakarta. 
 
G. Metode Penelitian 
1. Jenis Penelitian 
Dalam penelitian ini, penulis menggunakan jenis penelitian deskriptif 
dengan jenis data kualitatif, sebab penelitian ini berusaha untuk menjelaskan suatu 
fakta atau realita fenomena sosial tertentu sebagaimana adanya dan memberikan 
gambaran secara objektif tentang keadaan atau permasalahan yang mungkin 
dihadapi. Sesuai dengan jenis penelitian ini yang dimaksudkan untuk memberikan 
gambaran kinerja pelayanan PT. Askes Cabang Surakarta dalam pelayanan askes 
sosial, maka bentuk penelitian deskriptif yang memaparkan, menerangkan, 
menggambarkan, dan melukiskan serta menafsirkan dan menganalisis data dengan 
jenis data kualitatif yang ada merupakan bentuk penelitian yang sesuai. 
 
2. Lokasi Penelitian 
Penelitian ini dilaksanakan di PT. Askes Cabang Surakarta, yang tepatnya 




memilih lokasi ini dikarenakan PT. Askes adalah organisasi publik yang 
memberikan pelayanan kesehatan terhadap masyarakat, khususnya peserta 
program askes sosial di daerah Surakarta.. 
3. Sumber Data 
Data merupakan suatu fakta atau keterangan dari objek yang diteliti. 
Menurut Lofland dan Lofland (dalam Moleong) sumber data utama dalam 
penelitian kualitatif adalah kata-kata dan tindakan, selebihnya adalah data 
tambahan seperti dokumen dan lain-lain. (Moleong, 2006: 157) Sumber data 
dibedakan menjadi 2 (dua), yaitu : 
a. Data Primer 
Yaitu data atau informasi yang diperoleh secara langsung dari orang-orang 
yang dipandang mengetahui masalah yang akan dikaji dan bersedia memberi 
data atau informasi yang diperlukan. Data atau informasi tersebut diperoleh 
melalui wawancara terhadap pihak-pihak yang terkait dengan Kinerja PT. 
Askes cabang Surakarta dalam pelayanan askes sosial. Adapun pihak-pihak 
tersebut adalah :  
 Kepala Cabang PT. Askes Cabang Surakarta 
 Kepala Seksi PT. Askes Cabang Surakarta 
 Bagian Staf PT. Askes Cabang Surakarta lainnya. 
 Masyarakat peserta Askes Sosial 
Sementara itu observasi dilakukan dengan melakukan pengamatan secara 
langsung terhadap kondisi/ keadaan, sarana dan prasarana lokasi penelitian 




b. Data Sekunder 
Yaitu data atau informasi yang diperoleh dari sumber-sumber lain selain data 
primer yang terdiri dari catatan-catatan, arsip, agenda, hasil rapat, dan 
dokumen-dokumen yang berkaitan dengan penelitian. Dalam hal ini yang 
termasuk data sekunder antara lain : 
 (UNDANG-UNDANG NO. 40 TH 2004). 
 Jumlah Pegawai PT. Askes Cabang Surakarta. 
4. Teknik Pengambilan Sampel 
Teknik pengambilan sampel yang digunkan dalam penelitian ini adalah 
purposive sampling, dimana peneliti akan memilih informan yang dapat dipercaya 
untuk menjadi sumber informasi yang dapat dipercaya untuk menjadi sumber 
informasi dan diharapkan mengetahui secara mendetail. Informan dalam 
penelitian ini adalah : Kepala Cabang PT. Askes Cabang Surakarta ,Bagian 
Hubungan Masyarakat PT. Askes Cabang Surakarta, Bagian Staf PT. Askes 
Cabang Surakarta yang memiliki informasi mendalam mengenai permasalahan 
yang ada. 
3. Teknik Pengumpulan Data 
Yaitu cara yang digunakan untuk memperoleh data atau informasi yang 
diperlukan untuk penelitian. Adapun teknik yang digunakan dalam penelitian ini 
adalah library research, yaitu kegiatan penelitian yang dilakukan melalui data-
data pustaka yang relevan dan field research, yaitu dengan mengumpulkan data-




jelasnya mengenai teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini 
adalah sebagai berikut : 
a. Wawancara 
Merupakan kegiatan melakukan percakapan dengan maksud tertentu. 
Percakapan dilakukan oleh dua pihak yaitu pewawancara yang mengajukan 
pertanyaan dan yang diwawancarai yang memberikan jawaban atas 
pertanyaan itu. (Moleong, 2006: 186) Dalam penelitian ini wawancara 
dilakukan secara mendalam yang diarahkan pada masalah tertentu dengan para 
informan yang sudah dipilih untuk mendapatkan data yang diperlukan. Teknik 
wawancara yang digunakan ini dilakukan secara tidak terstruktur, dimana 
peneliti tidak melakukan wawancara dengan struktur yang ketat dan formal 
agar informasi yang diperoleh memiliki kapasitas yang cukup tentang berbagai 
aspek dalam penelitian ini. 
b. Dokumentasi 
Dokumentasi merupakan tipe informasi untuk memperoleh data sekunder agar 
mendukung dan menambah bukti serta data dari sumber-sumber lain. Teknik 
pengumpulan data dilakukan dengan cara mencatat data-data yang berkaitan 
dengan obyek penelitian yang diambil dari beberapa sumber demi 
kesempurnaan penelitian. Dokumentasi ini diperoleh dari dokumen-dokumen 
administratif, keputusan dan ketetapan resmi, dan kesimpulan rapat , dan data-





Adalah teknik yang digunakan untuk menggali data dari sumber data yang 
berupa peristiwa, tempat lokasi, dan benda, serta rekaman gambar. (H.B. 
Sutopo, 2002: 64) Observasi ini dilakukan dengan melakukan serangkaian 
pengamatan dengan menggunakan alat indera penglihatan dan pendengaran 
secara langsung terhadap obyek yang diteliti. Dalam penelitian ini, penulis 
menggunakan teknik observasi berperan pasif dimana observasi bisa dilakukan 
secara langsung maupun tidak langsung. 
d. Validitas Data 
Untuk mengetahui apakah data yang telah dikumpulkan dalam penelitian 
memiliki tingkat kebenaran atau tidak, maka dilakukan pengecekan data yang 
disebut dengan validitas data. Untuk menjamin validitas data akan dilakukan 
trianggulasi, yaitu teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan 
sesuatu yang lain diluar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai 
pembanding terhadap data itu. (Moleong, 2006: 330) Dimana dalam penelitian 
ini yang digunakan adalah trianggulasi data atau sumber yaitu mengumpulkan 
data sejenis yang diperoleh dari beberapa sumber data yang tersedia. (H.B. 
Sutopo, 2002: 79) Validitas data akan membuktikan apakah data yang 
diperoleh sesuai dengan apa yang ada di lapangan atau tidak. Dengan 
demikian data yang diperoleh dari suatu sumber akan dikontrol oleh data yang 







6. Teknik Analisis Data 
Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah model 
interaktif dari Miles dan Huberman (dalam H.B. Sutopo, 2002: 91-93) dengan tiga 
komponen, yaitu : 
i. Reduksi data 
Adalah bagian dari analisis data yang mempertegas, memperpendek, membuat 
fokus, membuang hal-hal yang tidak penting dan mengatur data sedemikian 
rupa sehingga simpulan penelitian dapat dilakukan. 
ii. Sajian data 
Merupakan rakitan organisasi informasi, deskripsi dalam bentuk narasi yang 
memungkinkan simpulan penelitian dapat dilakukan. Sajian data merupakan 
rakitan kalimat yang disusun secara logis dan sistematis, sehingga bila dibaca 
akan mudah dipahami berbagai hal yang terjadi dan memungkinkan peneliti 
untuk berbuat sesuatu pada analisis ataupun tindakan lain berdasarkan 
pemahamannya tersebut. 
iii.  Penarikan simpulan dan Verifikasi 
 Dari sajian data yang telah disusun kemudian dapat dilakukan penarikan 
simpulan, yaitu kegiatan merumuskan kesimpulan yang dapat diverifikasikan 
selama penelitian berlangsung sehingga data dapat diuji validitasnya dan 
kesimpulan yang diambil lebih kokoh dan lebih bisa dipercaya. 
Untuk lebih jelasnya proses analisa data interaktif dapat dilihat pada 














Sumber : H.B. Sutopo, 2002: 96 
 
 









DESKRIPSI LOKASI PENELITIAN 
 
A. Sejarah Berdirinya PT. Askes Cabang Surakarta 
PT. Askes (Persero) merupakan Badan Usaha Milik Negara yang 
ditugaskan khusus oleh pemerintah untuk menyelenggarakan jaminan 
pemeliharaan kesehatan bagi Pegawai Negeri Sipil, Penerima Pensiun PNS dan 
TNI/ POLRI, Veteran, Perintis Kemerdekaan beserta keluarganya dan Badan 
Usaha lainnya. Sejarah singkat penyelenggaraan program Asuransi Kesehatan 
sebagai berikut 1968 Pemerintah Indonesia mengeluarkan kebijakan yang secara 
jelas mengatur pemeliharaan kesehatan bagi Pegawai Negeri dan Penerima 
Pensiun (PNS dan ABRI) beserta anggota keluarganya berdasarkan Keputusan 
Presiden Nomor 230 Tahun 1968. Menteri Kesehatan membentuk Badan Khusus 
di lingkungan Departemen Kesehatan RI yaitu Badan Penyelenggara Dana 
Pemeliharaan Kesehatan (BPDPK), dimana oleh Menteri Kesehatan RI pada 
waktu itu (Prof. Dr. G.A. Siwabessy) dinyatakan sebagai embrio Asuransi 
Kesehatan Nasional. 1984 Untuk lebih meningkatkan program jaminan 
pemeliharaan kesehatan bagi peserta dan agar dapat dikelola secara profesional, 
Pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1984 tentang 
Pemeliharaan Kesehatan bagi Pegawai Negeri Sipil, Penerima Pensiun (PNS, 
ABRI dan Pejabat Negara) beserta anggota keluarganya. Dengan Peraturan 
Pemerintah Nomor 23 Tahun 1984, status badan penyelenggara diubah menjadi 




Nomor 69 Tahun 1991, kepesertaan program jaminan pemeliharaan kesehatan 
yang dikelola Perum Husada Bhakti ditambah dengan Veteran dan Perintis 
Kemerdekaan beserta anggota keluarganya. Disamping itu, perusahaan diijinkan 
memperluas jangkauan kepesertaannya ke badan usaha dan badan lainnya sebagai 
peserta sukarela. 1992 Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1992 
status Perum diubah menjadi Perusahaan Perseroan (PT Persero) dengan 
pertimbangan fleksibilitas pengelolaan keuangan, kontribusi kepada Pemerintah 
dapat dinegosiasi untuk kepentingan pelayanan kepada peserta dan manajemen 
lebih mandiri.  Landasan Hukum PT Askes (Persero) yang berkedudukan di 
Jakarta didirikan dengan Akte Notaris Muhani Salim, SH No. 104 dan 105, 
tanggal 20 Agustus 1992 yang telah diubah terakhir dengan Akte Notaris Nanda 
Fauz Iwan, SH tertanggal 10 Maret 2004 yang mempunyai maksud dan tujuan 
serta kegiatan sebagai berikut : 
a. Maksud dan tujuan perseroan ialah melaksanakan dan menunjang   nasional 
pada umumnya, serta pembangunan dibidang asuransi khususnya asuransi 
kesehatan bagi PNS, PP, Veteran, Perintis Kemerdekaan beserta keluarganya 
dan peserta lainnya serta menjalankan jaminan pemeliharaan kesehatan dengan 
menerapkan prinsip-prinsip perseroan terbatas. 
b. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut diatas, Perseroan dapat 
melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut : 
1) Menyelenggarakan asuransi kesehatan yang bersifat menyeluruh 
(komprehensif) bagi Pegawai Negeri Sipil, Penerima Pensiun, Veteran dan 




2) Menyelenggarakan asuransi kesehatan yang bersifat menyeluruh 
(komprehensif) bagi Pegawai dan Penerima Pensiun Badan Usaha dan 
Badan lainnya.  
3) Menyelenggarakan jaminan pemeliharaan kesehatan sesuai ketentuan 
undang-undang yang berlaku.  
B. Visi dan Misi 
Visi 
 Menjadi perusahaan Spesialis Asuransi Kesehatan dan Jaminan 
Pemeliharaan Kesehatan dan Market Leader di Indonesia 
 Specialist berarti : 
Hanya melakukan usaha dalam bidang asuransi kesehatan dan jaminan 
pemeliharaan kesehatan. 
 Menyelenggarakan usaha asuransi kesehatan dan jaminan pemliharaan 
kesehatan secara profesional dan memberikan pelayanan yang bermutu 
bagi pelanggan. 
 Market Leader berarti : 
Dapat menguasai pangsa pasar 20% dari potensial pasar dalam kurun 
waktu 5 (lima) tahun. 
Misi 
Turut membantu Pemerintah di bidang kesehatan dengan : 
a. Menyelenggarakan jaminan pemeliharaan kesehatan yang bersifat 
sosial berdasarkan Managed Care untuk kemanfaatan maksimum 




b. Menyelenggarakan asuransi kesehatan yang bersifat komersial bagi 
masyarakat berpenghasilan tetap, terutama kelompok menengah ke 
atas, berdasarkan Managed Care dan Idemnity untuk kemanfaatan 
bagi Stakeholders. 
 
C. Tugas dan Susunan Organisasi PT. Askes 
1. Seksi JKMM secara umum mempunyai tugas meningkatkan akses dan 
mutu pelayanan kesehatan kepada seluruh penduduk terutama masyarakat 
miskin agar tercapai derajat kesehatan setinggi-tingginya. Secara khusus 
seksi JKMM mempunyai dan menciptkan terselenggaranya pelayanan 
kesehatan di Rumah sakit, BP4, dan BKMM, terselenggaranya kegiatan 
pendukung pelayanan kesehatan dan terlaksanannya safeguarding. 
2. Seksi Askes Komersil mempunyai tugas melakukan penyuluhan dan 
penanganan keluhan, administrasi kepesertaan, pemasaran/penjualan, 
pelayanan kesehatan kepada peserta askes komersil dan kemitraan dengan 
PPK (Pemberi Pelayanan Kesehatan). 
3. Seksi Hubungan Pelanggan mempunyai tugas menangani administrasi 
kepesertaan Askes Sosial, menangani keluhan, melaksanakan pembinaan 
dan penyuluhan kepada peserta Askes sosial, memelihara master file 
kepesertaan dan pelaporan lain yang berhubungan dengan pelayanan 
pelanggan dalam lingkup dan tanggung jawabnya. 
4. Seksi Operasional Askes Sosial mempunyai tugas melaksanakan program 




pelayanan kesehatan peserta askes sosial, pencatatan dan pelaporan 
pelayanan serta hubungan kemitraan dengan PPK. 
5. Seksi keuangan dan Administrasi mempunyai tugas menerima, 
menyiapkan, dan mengatur keuangan, melaksanakan akuntansi 
perusahaan, investasi finansial terbatas sesuai dengan kebutuhan, serta 
pengelolaan sarana/ prasarana dan SDM. 
6. Koordinator SIM (Sistem Informasi M anajemen) mempunyai tugas 
memelihara hardware dan jaringan komunikasi data, updating masterfile 
kepesertaan, melaksanakan SIM dan mengevaluasi dan memonitor sarana 
Komputer di wilayah kerja. 
7. PT. Askes Indonesia (persero) Kabupaten/ Kota mempunyai tugas 
menyelenggarakan sebagian tugas PT. Askes Indonesia (persero) Cabang 
sesuai dengan kebijakan perusahaan meliputi program penanganan 
kepesertaan dan pelayanan pelanggan, pemasaran, pemeliharaan 




















Gambar 2.1.  
 











C. Tujuan  
 Dalam rangka mewujudkan visi dan misi yang telah ditetapkan, PT Askes 
(Persero) memiliki budaya perusahaan yang dalam pelaksanaan kegiatan sehari-
hari tercermin sebagai perilaku segenap jajaran perusahaan mulai dari Direksi 
hingga pegawai terendah berupa Integritas, Pelayanan Prima, Kerjasama dan 
Pembelajaran Secara Terus Menerus (Integrity, Service Excellence, Team Work, 
Continuous Learning), yang secara operasional dijabarkan sebagai berikut : 
a. Integritas (Integrity) 
Menciptakan SDM yang memiliki jiwa pengabdian dan loyalitas serta 
tanggung jawab yang tinggi, yang terwujud dalam pelaksanaan tugas secara 
taat azas dan berdisiplin sehingga tercipta Good Corporate Governance. 
b. Pelayanan Prima (Service Excellence) 
PT. ASKES INDONESIA (PERSERO) 





















Senantiasa mengupayakan pelayanan yang terbaik bagi peserta dan mitra kerja 
untuk mencapai tingkat kepuasan peserta dan mitra kerja yang optimal untuk 
menciptakan pelayanan yang loyal. 
c. Peningkatan Kerjasama (Team Work) 
Dibangun pemahaman visi bersama yang jelas, tujuan bersama, kerjasama 
yang sudah berjalan perlu dibina dan terus ditingkatkan agar ada saling tukar 
informasi program antar unit kerja di Kantor Pusat dan Daerah (Sharing of 
Information). 
d. Pembelajaran Terus Menerus (Continuous Learning) 
Menciptakan iklim kerja yang menunjang semangat pembelajaran secara terus 
menerus baik secara perorangan maupun melalui program pendidikan dan 
pelatihan secara terencana, sehingga selalu inovatif mengatasi akibat -akibat 
perubahan lingkungan usaha dalam upaya peningkatan dan pengembangan 
guna mengoptimalkan kinerja perusahaan. 
D. Program  
Program dari PT. Asuransi Kesehatan (PT. Askes) Cabang Surakarta 
antara lain:  
1) Askes Komersil, merupakan jaminan pemeliharaan kesehatan bagi Group/ 
Badan Usaha yang berlaku Nasional dan Internasional. Pelayanan dapat 
dilakukan di provider yang ditunjuk oleh PT. Askes (Persero), terutama 
Rumah Sakit Eksklusif antara lain : Rumah Sakit yang ditunjuk oleh PT. 






Di Pemberi Pelayanan Kesehatan (PPK) PT. Askes di seluruh Indonesia dan 
RS-RS tertentu di luar negeri dengan persyaratan tertentu. 
RumahSakit :  
Produk jaminan pemeliharaan kesehatan bagi kelompok/ group dengan 
pelayanan Standard Plus di Pemberi Pelayanan Kesehatan (PPK) di luar negeri 
: RS Mounth Elizabeth di Singapore dan RS Mounth Hospital Perth di 
Australia dan Pemberi Pelayanan Kesehatan (PPK) / RS Eksklusif di Indonesia 
serta Rumah Sakit lain yang ditunjuk oleh PT. Askes di seluruh Indonesia.  
2) Jamkesmas : Produk askes jamkesmas Sebagai salah satu upaya 
untuk mengentasan kemiskinan, Pemerintah melalui Departemen Kesehatan sejak 
tahun 2005 membuat Program Jaminan Kesehatan bagi Masyarakat miskin dan 
tidak mampu yang disebut dengan program Askeskin. Pengelolaan  Program 
Askeskin yang dilaksanakan  oleh PT. ASKES (Persero)  merupakan penugasan 
dari Pemerintah berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kesehatan nomor: 
1241/MENKES/SK/XI/2004. Sebagai BUMN, penugasan tersebut dilaksanakan 
dengan mengacu pada pasal 66 UU nomor 19 tahun 2003 tentang BUMN dan 
telah mendapatkan persetujuan Menteri Negara BUMN dengan Surat Persetujuan  
Meneg BUMN Nomor S-697/HBU/2004 tanggal 31 Desember 2004. 
Sejak tahun 2008, Departemen Kesehatan merubah terminologi Askeskin 
menjadi Jamkesmas dengan menugaskan PT Askes (Persero) untuk mengelola 





1. Sasaran Program Jamkesmas 
Sasaran Program JAMKESMAS adalah setiap orang miskin dan tidak 
mampu yang pada tahun 2008 sebesar 19,1 juta Rumah Tangga Miskin (RTM) 
atau sekitar 76,4 juta jiwa berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 
2006 yang kuota untuk Kabupaten/Kota dan gelandangan, pengemis, anak 
terlantar serta masyarakat miskin yang tidak mempunyai identitas ditetapkan oleh 
Menteri Kesehatan RI (Menkes).  
2. Kepesertaan Jamkesmas  
Berdasarkan Kuota yang ditetapkan oleh Menkes RI, Bupati/Walikota 
menetapkan Surat Keputusan tentang peserta JAMKESMAS y ang dilampiri 
dengan identitas secara lengkap. Sedangkan penetapan peserta untuk gelandangan, 
pengemis, anak terlantar serta masyarakat miskin yang tidak mempunyai identitas 
dilakukan oleh Kepala Dinas Sosial Kabupaten/Kota atau Dinas lainyang ditunjuk 
oleh Bupati/Walikota. Berdasarkan penetapan tersebut di atas, PT. Askes 
(Persero) melakukan pencetakan dan mendistribusikan kartu peserta Jamkesmas. 
3. Pengelolaan Jamkesmas Tahun 2009  
Berdasarkan surat Menkes RI Nomor 1199/Menkes/XII/2008 tanggal 30 
Desember 2008, untuk pelaksanaan program Jamkesmas tahun 2009 Depkes RI 
tetap mengikutsertakan dan menugaskan PT. Askes (Persero) dalam 
penyelenggaraan Jamkesmas. Penugasan kepada PT. Askes (Persero) dikhususkan 
dalam hal penyelenggaraan manajemen kepesertaan sesuai ketentuan yang 
ditetapkan oleh Departemen Kesehatan RI. Sampai dengan pertengahan bulan 




Askes (Persero) dalam pengelolaan manajemen kepesertaan Program Jamkesmas 
masih dalam proses pembahasan. Hal ini disebabkan karena terdapat 
permasalahan pokok yang belum dapat disepakati yang berupa penggunaan satuan 
biaya umum APBN ( UU APBN) atau satuan biaya korporasi BUMN (UU 
BUMN). 
3) Askes Sosial, diperuntukan untuk Program asuransi kesehatan sosial bagi 
Pegawai Negeri Sipil, Penerima Pensiun, Veteran dan Perintis Kemerdekaan 
beserta anggota keluarganya. Disamping itu juga memberikan bantuan kepada 
pemda yang mempunyai daya ungkit terhadap pelayanan langsung kepada 
peserta berupa bantuan untuk pelaksanaan Program Pelayanan Administrasi 
Terpadu Rumah Sakit (PPATRS), bantuan hibah ambulance dan lain-lain yang 
disesuaikan dengan kebutuhan pemda setempat dengan fasilitas : 
1. Puskesmas dan fasilitas kesehatan tingkat pertama lainnya 
2. Rumah Sakit Pemerintah 
3. Rumah Sakit TNI/ POLRI/ Swasta 
4. Apotik 
5. Optikal 
6. Fasilitas kesehatan lain yang bekerjasama dengan PT. Askes 
Paket Pelayanan Kesehatan : 
1. Pelayanan Kesehatan Tingkat Pertama 
2. Pelayanan Kesehatan Tingkat Lanjutan (Rawat Jalan Lanjutan dan Gawat 
Darurat/ Emergency) 





5. Pelayanan Obat sesuai Daftar & Plafon Harga Obat (DPHO) 
6. Alat kesehatan meliputi : 
a. Kacamata 
b. Gigi tiruan 
c. Alat bantu dengar 
d. Kaki/ Tangan tiruan 
e. Implant 
7. Operasi termasuk operasi jantung dan paru 
8. Haemodialisis (cuci darah) 
9. Cangkok ginjal 
Pelayanan Yang Tidak Ditanggung : 
1. Tidak mengikuti prosedur pelayanan yang telah ditentukan oleh PT. Askes. 
2. Penyakit akibat upaya bunuh diri atau dengan sengaja menyakiti diri,    
HIV/AIDS, Narkoba. 
3. Pengobatan yang belum diakui secara sah sebagai cara pengobatan yang 
resmi (hiperbaric, pengobatan alternatif, dll). 
4. Operasi/ pelayanan kosmetika - estetika. 
5. General check-up. 
6. Imunisasi diluar imunisasi dasar. 
7. Seluruh rangkaian usaha ingin punya anak. 
8. Cacat bawaan. 




10. Obat-obatan diluar DPHO PT. Askes (Persero) termasuk obat gosok, 
vitamin, kosmetik, makanan bayi. 
11. Contact lens, pelayanan, kursi roda, tongkat penyangga, dan korset . 
12. Pengobatan di luar negeri. 
13. Pelayanan ambulance, pengurusan jenasah, pembuatan visum etrepertum, 
biaya fotocopy, administrasi, telepon, transportasi. 
Pelayanan Kesehatan Tingkat Lanjutan : 
a. Rawat Jalan Tingkat Lanjutan (RJTL) 
1. Dilakukan di Poliklinik Spesialis Rumah Sakit  
2. Menunjukkan kartu Askes serta menyerahkan surat rujukan dari Puskesmas/ 
Dokter Keluarga atau menyerahkan surat keterangan/ perintah kontrol dari 
dokter Rumah Sakit. 
3. Ruang lingkup pelayanan : 
i. Konsultasi medis, pemeriksaan dan pengobatan oleh dokter spesialis dan 
atau dokter subspesialis 
ii. Pemeriksaan penunjang diagnostik sederhana sampai yang khusus 
iii. Tindakan medis poliklinik dan rehabilitasi medis 
iv. Pemberian resep obat 
v. Pemberian surat rujukan 
b. Pelayanan Gawat Darurat (Emergency) : 
Pelayanan Gawat Darurat adalah pelayanan kesehatan yang harus diberikan 
secepatnya untuk menghindari kematian atau kecacatan. Dilakukan di Unit 




1. Menunjukkan kartu Askes dan tidak perlu surat rujukan dari Puskesmas/ 
dokter keluarga. 
2. Bila dilakukan di Rumah Sakit yang tidak bekerja sama dengan PT Askes 
(Persero), peserta membayar terlebih dahulu kemudian mengajukan 
penggantian biaya ke PT Askes (Persero), dengan besaran penggantian dan 
diagnosa sesuai ketentuan yang ditetapkan oleh PT Askes (Persero) 
(www.ptaskes.com). 
Askes Sosial mengupayakan kelancaran penerimaan premi dari iuran 
peserta Askes  Sosial dan iuran pemerintah selaku pemberi kerja (PP No.28 tahun 
2003) Peraturan pemerintahan tentang subsidi dan iuran pemerintahan dalam 
penyelenggaraan asuransi kesehatan bagi pegawai negeri sipil dan penerima 
pensiunan. 
4) Program Jaminan Kesehatan Masyarakat Umum (PJKMU) Pembangunan 
Nasional di bidang kesehatan bertujuan untuk meningkatkan derajat kesehatan 
masyarakat setinggi-tingginya karena kesehatan merupakan salah satu hak azasi 
manusia yang fundamental dan unsur penting dari kesejahteraan.   
Pada tahun 2004, Pemerintah telah menetapkan Undang-Undang Nomor 
40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN). Dalam Undang-
undang ini ditegaskan pula bahwa Jaminan Kesehatan merupakan program 
jaminan sosial yang menjadi prioritas untuk diimplementasikan. Penetapan 
Undang – Undang ini merupakan salah satu wujud nyata komitmen peyelenggara 




Salah satu hambatan utama bagi masyarakat untuk memperoleh pelayanan 
kesehatan adalah keterbatasan finansial dan kemampuan masyarakat untuk 
mengakses pelayanan kesehatan. Kondisi tersebut diperparah lagi dengan adanya 
kenaikan biaya pelayanan kesehatan yang selalu terjadi di atas nilai inflasi umum, 
terutama harga obat dan alat kesehatan yang mengalami trend kenaikan per tahun 
dengan variasi antara 30%-50%. Apabila kondisi ini tidak diatasi melalui upaya-
upaya pengendalian biaya maka kenaikan biaya pelayanan kesehatan tersebut 
akan semakin mempersulit masyarakat untuk menjangkau pelayanan kesehatan. 
Upaya yang paling tepat dalam mengatasi ketidak mampuan masyarakat untuk 
mengatasi kenaikan biaya pelayanan kesehatan dan terpenuhi kebutuhan medis 
adalah melalui Jaminan Kesehatan atau asuransi kesehatan. . 
Sebagai Badan Penyelenggara Jaminan Kesehatan secara nasional PT 
Askes (Persero) merasa terpanggil untuk menjadi mitra Pemerintah (Pusat dan 
Daerah) dalam menyelenggarakan Jaminan Pemeliharaan Kesehatan bagi 
masyarakat umum (PJKMU) untuk mencapai Universal Coverage. Dengan 
pengelolaan jaminan kesehatan secara nasional maka dapat dicapai azas ekuitas 
yaitu kesetaraan hak dimana manfaat pelayanabn kesehatan antara satu daerah 
dengan daerah lainnya sama dan azas portabilitas yaitu pelayanan kesehatan tidak 
dibatasi oleh wilayah pemerintahan atau geografis.   
5) Askes jamkesmen 




 Peserta Jamkesmen adalah Menteri atau pejabat tertentu beserta 
keluarganya selama yang bersangkutan menduduki jabatan dan 
melaksanakan tugasnya. 
 Menteri adalah menteri yang memimpin kementerian dan pejabat yang 
diberi kedudukan atau hak keuangan dan fasilitas setingkat menteri. 
 Pejabat Tertentu adalah pejabat di lingkungan Pemerintah Pusat yang 
memimpin lembaga pemerintah non departemen, pejabat eselon I, dan 
pejabat yang diberikan kedudukan atau hak keuangan dan fasilitas 
setingkat eselon I. 
 Keluarga adalah istri/suami, dan anak yang masih dalam tanggungan 
sesuai peraturan perundang-undangan di bidang pegawai negeri sipil.  
Hak Sebagai Peserta ASKES JAMKESMEN: 
 Mendapat pelayanan sesuai aturan yang berlaku dalam PMK  
 Memperoleh Kartu Askes Jamkesmen 
 Memperoleh pelayanan kesehatan pada fasilitas kesehatan yang 
ditunjuk/dipilih peserta sesuai dengan ketentuan yang berlaku 
 Memperoleh penjelasan / informasi tentang hak, kewajiban serta tata cara 
pelayanan kesehatan 
 Menyampaikan keluhan serta memperoleh tanggapan dan solusi terhadap 
keluhan yang disampaikan. 
Kewajiban Peserta Askes JAMKESMEN: 
 Mengisi Daftar Isian Peserta dengan data identitas diri sebagai dasar untuk 




 Mengetahui dan mentaati semua ketentuan dan prosedur yang berlaku 
 Menggunakan haknya secara wajar sesuai ketentuan 
 Menjaga agar Kartu Askes Jamkesmen tidak dimanfaatkan oleh yang tidak 
berhak 
 Menginformasikan kepada staff Personal care Officer (PCO) di Kantor 
Cabang PT Askes (Persero) setempat tentang dokter pilihan / provider 
pilihan peserta 
 Menghubungi PCO di Kantor Cabang PT Askes (Persero) setempat bila 
mendapat pelayanan di provider dalam waktu 2x24 jam. 
Kartu Askes JAMKESMEN : 
Kartu Askes Jamkesmen merupakan identitas peserta sebagai bukti yang 
sah dalam memperoleh pelayanan kesehatan yang wajib dimiliki oleh setiap 
Menteri dan Pejabat Tertentu beserta keluarganya selama melaksanakan 
tugasnya. 
Proses Kartu JAMKESMEN : 
 Pendataan Menteri dan Pejabat Tertentu dikoordinir melalui Departemen 
Instansi/ Lembaga/ badan yang bersangkutan atau sesuai ketentuan yang 
ditetapkan oleh Menteri Keuangan 
 Peserta mengisi Daftar Isian Peserta Jamkesmen  
 Menyerahkan pas foto berwarna ukuran 2x3 cm masing-masing sebanyak 2 
(dua) lembar. 
 




Untuk dapat memberikan pelayanan yang optimal kepada masyarakat, 
maka diperlukan sumber daya manusia yang memadai. Pada saat ini jumlah 
pegawai tetap di PT Askes Cabang Surakarta adalah sebanyak 28 orang, untuk 
menangani sebanyak 3 jenis layanan asuransi kesehatan masyarakat. Untuk 
membangun PT Askes cabang Surakarta ini, dibutuhkan orang-orang yang jelas 
memiliki kompetensi yang ahli dibidangnya. Sedangkan untuk tenaga kerja waktu 
tertentu yang di tempatkan di rumah sakit sekitar wilayah karisidenan Surakarta 
berjumlah 21 orang. Oleh karena itu, proses perekrutan pegawai yang 
berkompetensi tersebut juga tidak asal cabut, karena harus melalui proses seleksi 
secara khusus oleh tim khusus. Sehingga orang-orang yang ditempatkan di kantor 
ini adalah orang-orang yang bisa bekerja dengan baik, dan ahli di bidangnya.  
Namun, untuk menjadi pegawai di PT Askes Cabang Surakarta tidak 
cukup hanya melalui seleksi saja. Proses peningkatan kemampuan dan kualitas 
Sumber Daya Manusia terus mereka lakukan. Di internal mereka, ada dua bentuk 
progam pelatihan dalam rangka pengembangan kapasitas SDM, yaitu pelatihan 
khusus yang disiapkan setiap tahun dengan menggunakan dana dari pemasukan 
PT. Askes Cabang Surakarta, dan pelatihan yang dilakukan melalui kerjasama 
(network) dengan pihak lain, seperti perguruan tinggi, dunia usaha, LSM yang 
bersedia menyediakan trainer. Pelatihan yang dilakukan antara lain adalah 
pelatihan sistem manajemen mutu, pengembangan kepribadian, keterampilan 
komputer, dan system data base. Lalu pelatihan kemampuan bahasa Inggris, 




Adapun pegawai PT Askes Cabang Surakarta menurut tingkat 
pendidikannya dapat dilihat pada tabel berikut : 
 
Tabel 2.1.  
Tingkat Pendidikan Pegawai Tetap PT Askes Cabang Surakarta 
No Tingkat Pendidikan Jumlah Persentase  % 
1. Strata II 1 Orang 3 
2. Strata I 16 Orang 53 
3. Diploma III 6 Orang 22 
4. SMA 6 Orang 22 
Jumlah 28 Orang 100 
  Sumber : PT Askes Cabang Surakarta 
Pelatihan-pelatihan 
 Diklat komputer telah dilaksanakan dengan mengundang instruktur untuk 
melatih tenaga pelaksana di PT. Askes, karena diasumsikan setelah jam 
tersebut pelayanan sudah relatif berkurang. Sedangkan materi yang diajarkan 
meliputi : 
- Program Microsoft Word 
- Program Microsoft Exel 
- Program Microsoft Access 
Dalam waktu 3 bulan telah berhasil dilatih 20 orang operator yang terampil 
komputer, dan beberapa orang akan terus dikembangkan untuk dapat 
menjalankan program-program aplikasi terbaru yang mempunyai nilai lebih, 
misalnya ; powerpoint, corel, photoshop, arsip dalam bentuk CD, moving 




 Training of sucsess, untuk bisa tampil prima dalam melayani pelanggan, PT. 
Askes Cabang Surakarta melakukan training terhadap SDM pelaksana dengan 
mengundang instruktur pengembangan SDM. Adapun materi yang 
disampaikan adalah : 
- Bagaimana caranya agar tampil rapi dalam melayani pelanggan. 
- Bagaimana caranya harus tampil sopan dan santun dalam menghadapi 
pelanggan. 
- Bagaimana caranya harus selalu ceria dalam menyambut pelanggan. 
- Bagaimana caranya harus selalu tampil yakin dan meyakinkan dalam 
melayani pelanggan. 
- Bagaimana harus mampu memperhatikan sikap tubuh dan bertindak 
setenang mungkin saat melayani pelanggan. 
- Bagaimana teknik-teknik menghadapi pelanggan. 
 
Dengan kondisi pegawai yang sedemikian rupa, maka PT. Askes Cabang 
Surakarta dapat memberikan pelayanan yang sebaik-baiknya kepada 
masyarakat. 
 
Tabel 2.2.  
Tingkat Pendidikan Pegawai Tidak Tetap  PT Askes Cabang Surakarta 
No Tingkat Pendidikan Jumlah Persentase  % 
1. Strata I 10 Orang 48 
2. Diploma III 9 Orang 43 




Jumlah 21 Orang 100 
  Sumber : PT Askes Cabang Surakarta 
 Untuk pegawai tidak tetap atau pegawai kontrak disini tetap diberikan 
pelatihan-pelatihan maupun training-traning yang ada, akan tetapi pegawai 
kontrak disini hanya diberikan kontrak 1 tahun kerja, dan bila pegawai tersebut 
memiliki kerja yang baik, maka pegawai tersebut dapat menjadi pegawai tetap PT. 
Askes. 
 
 BAB III 
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
 
Dalam bab ini akan disajikan mengenai hasil penelitian dan pembahasan 
dalam hal penelitian tentang kinerja PT. Askes Cabang Surakarta, yang juga akan 
dijelaskan mengenai faktor-faktor yang mendukung dan menghambat efektivitas 
dan kualitas pelayanan PT. Askes Cabang Surakarta dalam program pelayanan 
Askes sosial. Dengan melihat kinerja PT. Askes Cabang Surakarta diharapkan 
akan dapat digunakan sebagai acuan bagi pelaksanaan maupun peningkatan 
kinerja PT. Askes Cabang Surakarta dalam pelayanan askes sosial untuk periode 
waktu berikutnya. Untuk mengetahui kinerja PT. Askes Cabang Surakarta dalam 
pelayanan askes sosial dapat dilihat dari indikator efektivitas, kualitas pelayanan 
dan responsivitas berikut ini : 
 
A. Efektivitas 
Efektivitas dapat digunakan sebagai salah satu indikator apakah kinerja 
organisasi yang dalam hal ini PT. Askes Cabang Surakarta itu baik atau buruk. 
Efektivitas dalam hal ini diukur dari perbandingan antara target yang telah di 
tetapkan oleh organisasi dengan hasil yang telah diperoleh atau dicapai. Apabila 
hasil yang dicapai sesuai dengan pencapaian tujuan yang telah di tetapkan 
sebelumnya maka dapat dikatakan bahwa pelaksanaan pelayanan askes sosial 
tersebut sudah efektif. Akan tetapi jika hasil yang dicapai belum atau tidak sesuai 
target yang telah ditentukan sebelumnya maka dapat dikatakan organisasi tersebut 
dalam melaksanakan pelayanan askes sosial belum efektif. 
Pada dasarnya program pelayanan askes sosial yang dilakukan oleh PT. 
Askes dalam pelayanan program askes sosial. Dalam hal ini dalam pelaksanaan 
pelayanan terhadap peserta askes sosial untuk menilai kinerja dari PT. Askes 
Cabang Surakarta mengenai efektivitas maka akan disajikan penilaian dan 
tanggapan dari efektivitas dari program askes sosial.  
Efektivitas Pelayanan Program Askes Sosial  
Faktor yang berpengaruh dalam program Askes Sosial adalah efektivitas 
dari program PT. Askes Cabang Surakarta Menyelenggarakan jaminan 
pemeliharaan kesehatan yang bersifat sosial berdasarkan Managed Care untuk 
kemanfaatan maksimum bagi peserta wajib. Anggaran pembiayaan kesehatan 
merupakan sumber dana yang akan menghidupi program askes sosial. Sehingga 
program askes sosial dapat berjalan sesuai yang diharapkan. Selain itu, mengingat 
bahwa anggaran pembiayaan merupakan hal yang sering disalahgunakan. 
Sehingga pengelolaanya harus menjadi perhatian bagi masyarakat khusunya 
peserta askes sosial. 
Dalam pengelolaan anggaran pembiayaan kesehatan ini peneliti 
menggunakan prinsip-prinsip pengelolaan anggaran publik, antara lain  efisien, 
dan akuntabilitas program askes sosial. Adapun hasil-hasil penelitian pengelolaan 
anggaran program askes menunjukkan bahwa alokasi penggunaan dana askes 
sosial sesuai dengan kebutuhan program askes dan dilaporkan melalui mekanisme 
pencairan anggaran dana sesuai.  
Askes Sosial Mengupayakan kelancaran penerimaan premi dari iuran 
peserta Askes  Sosial dan iuran Pemerintah selaku pemberi kerja (PP No.28 tahun 
2003) Peraturan pemerintahan tentang subsidi dan iuran pemerintahan dalam 
penyelenggaraan asuransi kesehatan bagi pegawai negeri sipil dan penerima 
pensiunan. Kesesuaian antara pencapaian tujuan dengan anggaran yang sudah 
dikeluarkan. Dalam hal ini, anggaran dana yang sudah ditetapkan dalam program 
Askes Sosial digunakan sesuai dengan kebutuhan yang ada. Pengeluaran tersebut 
harus direncanakan kedalam estimasi-estimasi anggaran program Askes sosial 
terlebih dahulu. Estimasi tersebut harus melewati tahap-tahap perencanaan yang 
matang. Hal ini dilakukan agar pengeluaran-pengeluaran yang terjadi tidak 
melebihi dari estimasi yang direncanakan. Sehingga pengeluaran tersebut 
terkontrol dengan baik sesuai dengan proporsi estimasi anggaran dana yang ada 
dan dilaksanakan dengan efisien. 
  PT. Askes Cabang Surakarta memperoleh dana untuk kepesertaan askes 
sosial berasal dari premi yang dibayarkan oleh setiap anggotanya, ini dijelaskan 
oleh Bapak Djonik selaku kepala seksi administrasi dan keuangan sebagai berikut: 
 “Anggaran dari premi peserta, bagian keuangan daerah memotong gaji 
sekitar 2% dari gaji pokok dan dari bagian keuangan daerah dia menyetor 
kepada KPPN daerah setelah itu KPPN daerah menyetor kepada KPPN 
povinsi, dan disetorkan  ditndak lajuti kepada dirjen pemberdayaan dan 
anggaran keuangan negara departemen keuangan, kemudian askes 
mengajukan dana kepada dirjen pemberdayaan dan anggaran.”  . 
(wawancara, 6 Agustus 2009) 
 
 Target estimasi anggaran dana program askes sosial sesuai dengan apa 
yang diharapkan. Hal ini bukan dikarenakan  dalam mengelola anggaran PT. 
Askes Cabang Surakarta selalu mengontrol dana yang masuk dengan yang keluar. 
Apabila peserta askes sosial memenuhi target dan sesuai dengan standar 
pelayanan yang dibutuhkan oleh peserta, maka dapat dikatakan program askes 
sosial ini berjalan dengan efisien. Serta aktifnya peran dari askes untuk melayani 
peserta program askes sosial ini, maka program askes sosial ini dapat dikatakan 
berjalan efisien.. Namun demikian tetap memperhatikan kebutuhan masyarakat  
dalam program askes sosial untuk mencapai tujuan yang sudah ditentukan. 
 Pengelolaan pelayanan program askes sosial tidak terlepas dari adanya 
mekanisme pertanggungjawaban. Hal ini dilakukan melalui mekanisme Surat 
Pertanggungjawaban (SPJ) sebagai bentuk pelaporan secara institusional. 
Mengingat sumber dana program askes sosial yang berasal dari premi peserta 
askes sosial, maka surat pertanggungjawaban tersebut juga akan diserahkan 
kepada PT. Askes provinsi Jawa Tengah. Namun demikian, secara internal 
kelembagaan juga dilakukan mekanisme pertanggungjawaban program askes 
sosial. 
Surat pertanggungjawaban yang dibuat dilengkapi dengan lampiran klaim-
klaim dari rumah sakit. Sehingga terdapat bukti-bukti yang kuat atas penggunaan 
anggaran dana program askes sosial. Hal ini sesuai dengan pernyataan bapak 
Djonik selaku kepala seksi administrasi dan keuangan sebagai berikut: 
 
 
 “Kalau di kantor cabang  seperti PT. Askes Surakarta melakukan 
pertanggung jawaban dokumen dan program anggaran askes sosial kepada 
PT. Askes provinsi Jawa Tengah setiap tahunnya.Ini kita mengajukan SPJ, 
jadi klaimnya rumah sakit tersebut kita lampirkan.” (wawancara,6 Agustus 
2009) 
 
Hal ini menunjukkan bahwa PT. Askes Cabang Surakarta melaporkan 
setiap penggunaan anggaran sesuai dengan kenyataan dilapangan. Selain dengan 
SPJ tersebut, PT. Askes Cabang Surakarta juga melakukan verifikasi terhadap 
klaim-klaim yang diajukan oleh pihak rumah sakit mitra kerja PT. Askes Cabang 
Surakarta. 
Peneliti disini cenderung lebih menilai efektif program askes sosial  dari 
bagaimana alur kualitas pelayanan yang dibutuhkan oleh peserta askes, dan 
dengan adanya IT maka alur pelayanan lebih efektif dan tidak memakan waktu 
yang lama dalam melakukan pembayaran terhadap klaim dari rumah sakit, 
pembuatan kartu peserta..  
 
B. Kualitas Pelayanan 
Seperti yang dijelaskan di muka bahwa untk mengukur kualitas suatu 
pelayanan di tentukan oleh penilaian peserta askes sosial. Masyarakat peserta 
askes sosial dapat menilai apakah pelayanan tersebut telah memenuhi harapan 
atau belum. Jika telah memenuhi harapan  maka peserta askes sosial akan merasa 
puas yang secara tidak langsung memberikan kualitas terhadap pelayanan yang 
diberikan telah memenuhi harapannya. Akan tetapi jika tidak sesuai dengan 
harapannya maka kualitasnya dinilai tidak sesuai dengan yang diharapkan. Untuk 
melihat bagaimana kualitas pelayanan yang diberikan oleh PT. Askes Cabang 
Surakarta, berikut ini akan dijelaskan mengenai penilaian masyarakat pengguna 
jasa terhadap pelayanan yang diberikan. Kualitas pelayanan di sini di ukur dari 
bukti fisik (tangibles), kehandalan/ kemampuan pegawai dalam melakukan 
pelayanan terhadap peserta askes sosial (reability), dan daya tanggap PT. Askes 
Cabang Surakarta (responsiveness). Disamping itu akan diuraikan mengenai 
faktor-faktor yang mendukung dan menghambat pemberian layanan yang 
berkualitas di PT. Askes Cabang Surakarta dalam layanan askes sosial. 
1. Bukti Langsung (Tangibles) 
Untuk mengetahui adanya bukti fisik dari PT. Askes Surakarta 
berhubungan dengan sarana dan prasarana pelayanan serta tersedianya fasilitas 
penunjang pelayanan. Adapun hasilnya dapat dilihat pada sajian berikut : 
Seperti yang dijelaskan di muka bahwa untk mengukur kualitas suatu 
pelayanan di tentukan oleh penilaian peserta askes sosial. Masyarakat peserta 
askes sosial dapat menilai apakah pelayanan tersebut telah memenuhi harapan 
atau belum. Jika telah memenuhi harapan  maka peserta askes sosial akan 
merasa puas yang secara tidak langsung memberikan kualitas terhadap 
pelayanan yang diberikan telah memenuhi harapannya. Akan tetapi jika tidak 
sesuai dengan harapannya maka kualitasnya dinilai tidak sesuai dengan yang 
diharapkan. 
a. Tersedianya sarana dan prasarana 
PT. Askes Cabang Surakarta diharapkan selalu memperhatikan 
sarana dan prasarana untuk suatu kegiatan pelayanan kepada masyarakat 
pengguna jasa. Hal ini dikarenakan sarana dan prasarana yang ada sangat 
erat kaitannya dengan pembentukan persepsi masyarakat peserta askes 
sosial terhadap kualitas pelayanan yang diberikan. 
Saat ini sarana yang ada di PT. Askes Cabang Surakarta 
diantaranya perangkat komputer. Hampir semua kegiatan di PT. Askes 
Cabang Surakarta menggunakan teknologi komputer, khususnya untuk 
pengolahan dan penyimpanan data peserta askes sosial. Berkaitan dengan 
hal tersebut, Bapak Handaryo selaku Kepala Cabang PT. Askes Surakarta 
mejelaskan sebagai berikut: 
“Hampir semua kegiatan disini menggunakan komputer. Ya jumlah 
komputer disini saya rasa sudah cukup memadai. SDM disini juga 
mampu mengoperasionalkan komputer tersebut.”( wawancara, 6 
Agustus 2009) 
 
Bapak Djonik selaku kepala seksi keuangan dan adimnistrasi 
menjelaskan hal yang serupa sebagai berikut: 
“Kalau masalah komputer, tiap -tiap seksi sudah memiliki komputer 
sendiri-sendiri. Saya rasa jumlah komputer disini cukup memadai, 
karena komputer disini memiliki server antara satu dengan yang lain 
serta tersedianya jaringan internet yang memudahkan pegawai untuk 
bertukar informasi dengan klien. Komputer disini di update setiap 
setahun sekali.”( wawancara, 6 Agustus 2009) 
 
Semua kegiatan yang ada di PT. Askes diproses melalui komputer. 
Jumlah komputer yang ada sudah cukup memadai. Ini terbukti dengan 
tersedianya perangkat komputer untuk tiap -tiap seksi/unit yang ada di PT. 
Askes Cabang Surakarta. Dengan penggunaan komputer, proses kerja 
dapat berjalan dengan lebih cepat dan dapat menghemat waktu, ruang, dan 
tenaga. Disamping itu juga penggunaan komputer diharapakan dapat 
memuaskan masyarakat peserta askes sosial karena dengan komputer dapat 
mempercepat pemberian pelayanan kepada pengguna jasa askes sosial 
sehingga dapat menghemat waktu dalam pembuat kartu di kantor cabang 
askes serta dapat mengetahui peserta askes sosial yang berada di rumah 
sakit. 
Hal ini seperti yang diungkapkan oleh bapak Djoko Sungkono dari 
Laweyan Surakarta sebagai berikut: 
“Ya... semua kegiatan yang ada di PT. Askes Cabang Surakarta sudah 
menggunkan komputer. Komputer disana juga cukup banyak. Ini 
sangat bagus karena butuhkan dalam pembuatan kartu askes sosial 
menjadi lebih cepat. Dan tak perlu mengantri lama-lama” (wawancara, 
10 Agustus 2009) 
 
Dari wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa perangkat 
komputer yang ada di PT. Askes Cabang Surakarta sudah cukup memada. 
Tiap-tiap seksi sudah menggunakan komputer untuk pelaksanaan tugas dan 
fungsi masing-masing. 
Kondisi tersebut menunjukkan bahwa komputer merupakan suatu 
alat dan perangkat yang sangat penting untuk dimiliki oleh setiap 
organisasi. Semua proses pengolahan data, pembuatan kartu askes sudah 
dikerjakan dengan menggunakan sistem komputerisasi. Dengan 
penggunaan komputer akan dapat menghemat waktu pelayanan dan 
mempermudah pegawai dalam melaksanakan pekerjaannya baik dalam 
melaksanakan pekerjaannya ataupun dalam pengolahan data maupun 
pemberian layanan kepada masyarakat pengguna jasa askes sosial. 
Sedangkan peneliti yang melakukan observasi di PT. Askes 
Cabang Surakarta juga bisa menilai, bahwa  sarana dan prasana di PT. 
Askes Cabang Surakarta sudah menggunakan komputer dalam 
mengerjakan pekerjaannya yang membuat pekerjaan pegawai dalam 
melayani peserta askes khusunya askes sosial menjadi lebih cepat dan 
mudah. 
b. Tersedianya Fasilitas Penunjang Pelayanan 
Fasilitas pelayanan yang ada di PT. Askes Cabang Surakarta 
digunakan untuk menunjang kegiatan pelayanan kepada pengguna jasa. 
Oleh sebab itu PT. Askes Cabang Surakarta selalu memperhatikan fasilitas-
fasilitas yang ada. Hal ini dikarenakan fasilitas penunjang pelayanan sangat 
berkaitan dengan kepuasan pengguna jasa yang tentunya akan berpengaruh 
pada kualitas pelayanan PT. Askes Cabang Surakarta di mata pelanggan 
khususnya peserta askes sosial. Fasilitas penunjang pelayanan yang ada di 
PT. Askes Cabang Surakarta diantaranya ruang tunggu yang bersih dan 
nyaman, dengan jumlah kursi yang cukup memadai, TV dan dilengkapi 
dengan AC serta tempat parkir. Hal ini seperti dijelaskan oleh Sri Puji 
selaku Staf Pelayanan untuk askes sosial PT. Askes Cabang Surakarta 
menjelaskan sebagai berikut: 
“Di PT. Askes Cabang Surakarta berusaha memberikan yang terbaik, 
di ruang tunggu tersedia AC, TV, tersedianya koran dan kursi dan saya 
rasa cukup nyaman. Untuk tempat parkir saya rasa cukup luas dan 
aman karena terdapat satpam”.(wawancara, 6 Agustus 2009) 
 
Mengenai fasilitas penunjang pelayanan tersebut, berikut 
tanggapan dari Ibu Jujuk Dari Pasar Kliwon : 
“Mengenai fasilitas penunjang pelayanan yang disediakan PT. Askes 
Surakarta cukup bagus. AC disini juga cukup dingin, tetapi lahan 
parkir yang kurang begitu luas, karena mungkin lahannya terbatas juga 
ya”. (wawancara, 6 Agustus 2009). 
 
Dari hasil wawancara tentang fasilitas penunjang pelayanan di PT. 
Askes Cabang Surakarta dapat di simpulkan bahwa fasilitas penunjang 
pelayanan tersebut yang disediakan sudah cukup baik. PT. Askes Cabang 
Surakarta selalu memberikan yang terbaik demi kepuasan masyarakat 
pengguna jasa. Ruang tunggu yang dilengkapi dengan jumlah kursi yang 
memadai, AC, TV dan bahan bacaan membuat masyarakat merasa nyaman 
pada waktu menunggu giliran untuk mendapatkan pelayanan yang mereka 
butuhkan. Sedangkan untuk tempat parkirnya sudah memenuhi standar 
yaitu cukup luas, biarpun ada dari sebagian kecil pelanggan yang mengeluh 
soal tempat parkir, karena lahan di PT. Askes Cabang Surakarta terbatas. 
Disamping itu dari segi keamanan tersedianya satpam yang diharapakan 
dapat menjamin keamanan bagi pelanggan PT. Askes dan juga PT. Askes 
itu sendiri.  
Sedangkan peneliti yang melakukan observasi di PT. Askes 
Cabang Surakarta juga bisa menilai, bahwa ruang tunggu di PT. Askes 
sangat nyaman karena tersedia AC, TV, dan koran yang membuat nyaman 
para peserta askes yang mengurus asuransi di PT. Askes Cabang Surakarta, 
sedangkan untuk tempat parkirnya sangat sempit, ini karena lahan parkir 
yang sangat terbatas, dan dari segi keamanan satpam di PT. Askes sudah 
cukup untuk membantu para pelanggan dari segi keamanannya. 
c. Kemampuan Pegawai Dalam Melakukan Tugas Pelayanan 
Sumber daya manusia atau pegawai merupakan faktor utama dalam 
memberikan pelayanan yang terbaik bagi pengguna jasa. Hal ini berarti 
bahwa kualitas pelayanan tergantung dari kemampuan pegawai dalam 
melayani pelanggan yang akan berimplikasi pada kinerja PT. Askes 
Cabang Surakarta. 
Untuk dapat menghasilkan pelayanan yang berkualitas demi 
kepuasan masyarakat, dibutuhkan kemampuan/kehandalan serta 
profesionalisme dari para pegawai dalam memberikan pelayanan kep ada 
masyarakat pengguna jasa. Namun kemampuan yang harus mereka miliki 
bukan hanya kemampuan teknis saja akan tetapi juga kemampuan non 
teknis yang juga tidak kalah pentingnya dengan kemampuan teknis. 
Kemampuan non teknis disini adalah berupa sikap keramahan pegawai, 
kesopanan dan memperlakukan masyarakat pengguna jasa secara adil/sama 
dengan lainnya. 
Kemampuan pegawai itu sendiri dapat dilihat dari penuturan Bapak 
Handaryo selaku Kepala Cabang PT. Askes Cabang Surakarta mejelaskan 
sebagai berikut : 
“Dalam melaksanakan tugasnya pegawai harus melaksanakan secara 
profesional, sedangkan untuk yang berhadapan dengan para peserta 
pelayanan, pegawai harus sabar, murah senyum, jangan menunggu 
peserta”. (wawancara, 6 Agustus 2009) 
 
Sementara itu Bapak Djonik selaku kepala seksi administrasi dan 
keuangan menjelaskan informasi sebagai berikut : 
“saya rasa pegawai PT. Askes sudah memiliki kekmapuan yang cukup. 
Semua kempauan pegawai disini sudah mendukung untuk melakukan 
pelayanan yang optimal terhadap peserta askes sosial, tetapi memang 
ada sebagian kecil yang masih membutuhkan bimbingan karena 
mungkin usia kerjanya belum lama sehingga kurang berpengalaman. 
Tapi sejauh ini tidak ada masalah.” (wawancara, 6 Agustus 2009) 
 
Sementara itu Ibu Sri Puji selaku Staf Pelayanan untuk askes sosial 
menjelaskan sebagai berikut: 
“Dalam menjalankan tugasnya terhadap pelanggan saya berusaha 
memberikan yang terbaik kepada para peserta askes sosial, tapi kadang-
kadang kurangnya lengkapnya prosedur yang dibawa oleh peserta askes 
sosial menyebabkan terlambatnya pelayanan, mas.” (wawancara, 6 Agustus 
2009) 
 
Untuk selanjutnya dipaparkan mengenai tanggapan dari 
masyarakat pengguna jasa terhadap kemampuan PT. Askes cabang 
Surakarta dalam memberikan pelayanan. Bapak Dwi warga Jebres 
mengemukakan tanggapan sebagai berikut: 
“kemampuan pegawai disini cukup baik. Mereka mengusai bidangnya 
masing-masing, terutama dalam pembuatan kartu askes, semua pegawai 
sanagat ramah dan membantu.” (wawancara, 6 Agustus 2009) 
 
Hal senada juga di ungkapkan oleh Ibu Nur dari Laweyan sebagai berikut: 
“Kalau memang kemapuan pegawai saya rasa sudah cukup bagus, meski 
kadang-kadang ada pegawai yang belum memahami dan harus dijelaskan 
oleh pegawai lain yang lebih tahu. Sikap mereka sih baik, ramah dan 
sopan, tetapi kadang mereka kurang ramah dalam memberikan infromasi 
yang kita tanyakan. Padahal kami memang membutuhkan penjelasan yang 
sejelas-jelasnya.” (wawancara, 6 Agustus 2009) 
 
Dari hasil wawancara dengan peserta layanan askes sosial PT. Askes 
cabang Surakarta mengenai kemampuan pegawai tersebut dapat disimpulkan 
bahwa kemampuan mereka dalam memberikan pelayanan sudah bagus dan 
perlu di pertahankan sehingga dalam memberikan kepuasan terhadap 
pengguna jasanya. 
 
2. Penguasaan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi 
Penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi akan sangat berpengaruh 
terhadap kelancaran pemberian pelayanan kepada pelanggan. Karena hal ini 
akan mempermudah pegawai dalam melakukan tugasnya. Akan tetapi 
tersedianya tersedianya peralatan yang menggunakan teknologi tinggi akan 
percuma bila pegawai yang ada tidak tahu/ bisa mengoperasikannya. Oleh 
karena itulah mengapa dalam melakukan seleksi penerimaan pegawai, PT. 
Askes cabang Surakarta. Seperti yang telah diungkapkan oleh Bapak 
handaryo, bahwa untuk menjadi pegawai PT. Askes cabang Surakarta 
minimal harus bisa komputer dan Bahasa Inggris. Hal itu dilakukan karena 
dalam memberikan pelayanan kepada pelanggan, PT. Askes cabang Surakarta 
sudah memanfaatkan kemajuan teknologi. 
Seperti yang diungkapkan oleh Bapak Djonik berikut ini : 
“Untuk pemanfaatan IT semua data disini sudah memiliki jaringan internet 
serta server, jadi semua informasi dari PT. Askes sudah bisa diakses dari 
sini.” (wawancara 6 agustus 2009) 
 
 Dalam memberikan pelayanan, keberadaan PT. Askes Cabang 
Surakarta tentu saja tidak bisa terlepas dari dinas-dinas terkait di dalam 
asuransi keshatan khususnya askes sosial. Sehingga dalam prosesnya akan 
membutuhkan berbagai informasi dan koordinasi antara pihak PT. Askes 
Cabang Surakarta deengan Dinas terkait. Oleh karena itu, dengan adanya 
sistem jaringan on-line yang digunakan akan tercipta efisiensi kerja, baik dari 
segi waktu, tenaga, maupun biaya. Karena dalam mendapatkan informasi 
maupun data-data yang dibutuhkan bisa langsung diakses melalui internet. 
Serta dalam pemanfaatan teknologi harus dikembangkan lagi. Akan 
tetapi sikap mereka dalam memberikan pelayanan yang dalam hal ini adalah 
keramahan masih harus diperbaiki karena ada sebagian kecil masyarakat 
pengguna jasa yang merasa bahwa mereka masih kurang ramah dalam 
memberikan pelayanan yang dibutuhkan, khusunya pelayanan askes sosial. 
 
C. Responsivitas 
Secara umum, PT. Askes Cabang Surakarta melalui program Askes 
Sosial telah memberikan respon yang baik terhadap aspirasi atau kebutuhan 
masyarakat Kota Surakarta. Hal tersebut sangat dirasakan oleh masyarakat 
Kota Surakarta, terutama peserta askes sosial. Karena dengan adanya program 
askes sosial ini masyarakat menjadi lebih mudah untuk berobat ke rumah 
sakit. Sehingga pembangunan derajat kesehatan masyarakat peserta askes 
sosial di wilayah Kota Surakarta dapat dilaksanakan sejalan dengan 
partisipasi masyarakat dalam program askes sosial ini.  
PT. Askes Cabang Surakarta merupakan lembaga BUMN yang 
memberikan pelayanan di bidang asuransi kesehatan. PT. Askes Cabang 
Surakarta harus selalu tanggap terhadap segala kebutuhan tentang masalah 
kesehatan khususnya program askes sosial. PT. Askes Cabang Surakarta 
harus dapat menanggapi segala keluhan dari peserta askes sosial. 
Responsivitas PT. Askes Cabang Surakarta sangat penting dalam 
melayani kebutuhan dan aspirasi masyarakat, karena sebagai bukti bahwa 
bahwa PT. Askes respon terhadap segala aspirasi maupun keluhan peserta 
askes sosial dan juga tanggap terhadap kebutuhan peserta askes sosial. 
Responsivitas PT. Askes untuk membantu dan memberikan pelayanan yang 
cepat dan tanggap terhadap keinginan, keselarasan antara pelayanan dengan 
kebutuhan atau aspirasi dari peserta askes sosial. Responsivitas yang tinggi 
dalam suatu organisasi akan mewujudkan kinerja yang baik. 
Sikap rensponsif PT. Askes dalam menanggapi kebutuhan peserta 
askes sosial, PT. Askes harus memahami apa yang menjadi kebutuhan peserta 
dan aspirasi dari peserta askes sosial. Sikap responsif PT. Askes ditunjukkan 
dengan memberikan pelayanan yang sesuai. 
Sikap responsif dapat dilihat dari hasil wawancara dengan Bapak 
Handaryo selaku Kepala Cabang PT. Askes Cabang Surakarta: 
“sikap responsif kami dalam menaggapi kebutuhan peserta askes sosial 
saya rasa cukup baik. Kita berusaha untuk selalu cepat tanggap dalam 
melayani kebutuhan peserta askes sosial. Selain itu kita juga berusaha 
memahami apa yang menjadi keinginan atau aspirasi peserta askes sosial, 
tetapi dengan prosedur yang ada dalam program askes sosial 
tersebut”(wawancara, 6 Agustus 2009). 
 
Sikap responsif PT. Askes dalam memenuhi kebutuhan peserta askes 
sosial dapat dilihat dari tanggapan peserta askes sosial. Seperti y ang 
diutarakan Bapak Umar dari Pasar Kliwon, yang mengurus askes sosial: 
“Kalu saya pribadi sudah bertahun-tahun mengurusi askes. Saya rasa 
sekarang lebih baik dan lebih mudah, para pegawai di sini ramah dan 
pelayanannya sudah cepat banget” (wawancara, 6 Agustus 2009) 
 
 Hal senada juga diungkapkan oleh Ibu Titi dari Sangkrah: 
“ya.. Kalau menurut saya  tanggapan PT. Askes sudah cukup baik mas. 
Kita sebagai peserta aseks kan pengen dilayanai dengan baik dan tidak 
berbelit-belit, penyelesain asuransi disini juga cepet kok.”(wawancara, 6 
Agustus 2009) 
 
Berdasarakan hasil wawancara tersebut dapat diketahui bahwa dapat 
diketahui bahwa sejauh ini respon PT. Askes Cabang Surakarta terhadap 
kebutuhan pemohonnya sudah baik. Sudah ada kesesuaian anatara tanggapan 
yang diberikan PT. Askes Cabang Surakarta terhadap harapan dan aspirasi 
pengguna askes sosial dalam memenuhi kebutuhan layanan kesehatan. 
Namun, PT. Askes harus lebih mengoptimalkan lagi dalam melayani dan 
memenuhi kebutuhan masyarakat khusunya peserta askes sosial agar lebih 
baik. 
Program askes sosial sendiri merupakan program asuransi kesehatan 
yang diperuntukan kepada PNS, TNI-POLRI serta veteran. Program layanan 
askes sosial ini juga merupakan kebijakan yang strategis dalam menangani 
permasalahan kesehatan di Indonesia khususnya di wilayah Kota Surakarta. 
Karena permasalahan kesehatan yang paling mendasar terletak pada 
minimnya akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan yang berkualitas. 
Penjaminan pembiayaan pelayanan kesehatan tersebut sudah menjadi 
tugas dan kewajiban PT. Askes Cabang Surakarta terhadap masyarakat, 
terutama setelah adanya program askes sosial ini. Hal ini sesuai dengan 
pernyataan Bapak Umar yang tinggal di daerah Pasar Kliwon, sebagai 
berikut: 
 “Bagi kami, karena tugas itu memang untuk memberikan pelayanan 
kesehatan dan menjamin kesehatan bagi pesert askes sosial seperti saya. 
Dan memang dengan askes sosial ini kami merasa bersyukur dengan 
adanya program ini, secara saya hanya pegawai PNS yang memiliki 
golongan rendah.” (wawancara, 6 Agustus 2009) 
 
PT. Askes Cabang Surakarta sebagai lembaga pelayanan publik di 
bidang asuransi kesehatan selalu berusaha memberikan pelayanan yang 
terbaik berupa pelayanan prima agar dapat memenuhi kebutuhan dan 
harapan masyarakat khusunya peserta askes sosial. Dalam hal ini PT. 
Askes Cabang Surakarta harus tanggap terhadap kebutuhan peserta askes 
sosial yang selalu berkembang dan juga tanggap terhadap keluhan-keluhan 
yang disampaikan. Dalam menampung keluhan peserta askes sosial 
terdapat keluhan yang datangnya dari peserta askes sosial itu tersebut 
karena kurangnya informasi yang mereka terima, ini dapat dilihat dari hasil 
wawancara dengan Ibu Sri Puji selaku Staf Pelayanan untuk askes sosial 
menjelaskan sebagai berikut: 
“Disini terdapat keluhan peserta yang tidak tau prosedur, askes sendiri 
memberikan bantuan informasi tentang pelayanan, informasi rumah sakit, 
melalui pegawai di askes kantor cabang maupun di rumah sakit peserta 
askes.” (wawancara, 6 Agustus 2009) 
 
Dari hasil wawancara tentang responsivitas PT. Askes dalam 
menanggapi keluhan peserta askes sosial, dapat  disimpulkan bahwa 
informasi untuk peserta askes harus lebih dibutuhkan. Sedangkan mengenai 
keluhan dalam pelayanan askes sosial, PT. Askes Cabang Surakarta 
membuka layanan sms guide, seperti yang dikemukakan oleh Bapak 
Handaryo selaku Kepala Cabang PT. Askes Cabang Surakarta sebagai 
berikut: 
“Dalam menanggapi keluhan pelanggan dapat juga melalui sms yang 
nomernya 081225500200, nnati akan di tindak lanjuti, kemudian dikelola 
sentral di tingkat provinsi, nanti akan ditindak lanjuti oleh masing-masing 
unit kerja”. (wawancara, 6 Agustus 2009) 
 
Dengan adanya sms guide di PT. Askes Cabang Surakarta 
memepermudah para pelanggannya khususnya peserta askes sosial untuk 
mendapatkan informasi serta mengajukan keluhan kepada PT. Askes, karena 
sms guide sendiri bersifat mobile dan on-line jadi lebih mudah untuk 
mendapatkan informasi yang dibutuhkan. 
Tanggapan juga diungkapkan oleh Bapak Umar dari Pasar Kliwon 
sebagai peserta askes sosial sebagai berikut: 
“kalau keluhan sih ga ada ya mas, yang penting dari kita sudah sesuai 
prosedur belum, syarat-syarat yang dibawa apa sudah lengkap, kalau 
sudah lengkap ya cepet, tp kalau kita belum lengkap ya harus balik lagi ke 
rumah terua bawa berkas-berkas yang diperlukan, pegawainya sigap dan 
cepat mas, antrinya tidak terlalu lama.” (wawancara, 6 Agustus 2009) 
 
Dari hasil wawancara tentang responsivitas dapat disimpulkan bahwa 
PT. Askes jarang mendapatkan keluhan dari peserta askes sosial. Namun, PT. 
Askes tetap memberikan kesempatan kepada pemohon untuk menyampaikan 
keluhan maupun harapan mereka, baik melalui pemyampaian secara 
langsung, kotak saran, maupun sms guide. Jika ada keluhan dari peserta 
askes. PT. Askes berupaya menanggapi keluhan tersebut dengan baik dan 
berusaha untuk mewujudkan apa yang menjadi harapan peserta askes sosial. 
Sikap responsif dari PT. Askes Cabang Surakarta dapat dilihat  dari 
bagaimana PT. Askes Cabang Surakarta dalam memberikan atau 
menyediakan sarana pelayanan. Kebutuhan pelayanan disini mencakup segala 
sarana atau peralatan yang digunakan oleh pegawai PT. Askes Cabang 
Surakarta untuk melayani pelanggan. Oleh karena itu PT. Askes Cabang 
Surakarta dituntut untuk dapat mempunyai fasilitas kerja yang memadai agar 
dapat menghasilkan pelayanan yang berkualitas. 
 
D. Faktor Pendukung Kinerja PT. Askes Cabang Surakarta 
 Kinerja suatu organisasi sangat dipengaruhi oleh kemampuan SDM dalam 
menjalankan kegiatan yang ada dalam organisasi tersebut. Dengan keterampilan 
yang memadai maka kegiatan yang ada dalam organisasi akan dapat berjalan 
dengan baik sehingga tujuan yang telah ditetapkan dapat tercapai. Dari wawancara 
dengan Bapak Handaryo selaku Kepala Cabang PT. Askes Cabang Surakarta 
menjelaskan bahwa kemampuan yang dimiliki pegawai di PT. Askes Cabang 
Surakarta sangat berperan dalam mendukung kinerja PT. Askes dalam program 
askes sosial. Bapak Handaryo selaku Kepala Cabang PT. Askes Cabang Surakarta 
menjelaskan sebagai berikut, berikut kutipan wawancara: 
“Disamping sarana prasana yang memadai serta Sumber daya manusia 
yang unggul dalam mendukung kinerja, jika pegawainya unggul maka 
mereka akan dapat melakukan tugas dan fungsinya dengan baik. memiliki  
serta tak lupa dukungan dari pemerintah daerah sangat penting.” 
(wawancara, 6 Agustus 2009) 
 
 Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat diketahui bahwa faktor 
tingkat kemampuan pegawai merupakan faktor pendukung kinerja pegawai PT. 
Askes Cabang Surakarta. Tingkat saran dan prasana serta kemampuan pegawai 
mempunyai peran penting  bagi para pegawai dalam melakukan tugas dan 
fungsinya dalam rangka penyelesaian tugas yang ada. Tingkat keterampilan serta 
sarana dan prasana yang dimiliki akan dapat membantu mereka dalam memahami 
pekerja yang ada untuk kemudian melakukan langkah-langkah untuk 
menyelesaikan pekerjaan tersebut. Penelit i menilai disini pegawai PT. Askes 
Cabang Surakarta memiliki kemampuan dalam menjalankan komputer dengan 
baik serta memiliki kemampuan dalam bahasa asing yang baik, ini di sebabkan 
para pegawai melakukan kegiatan seperti pelatihan komputer yang diadakan oleh 
PT. Askes Provinsi Jawa Tengah yang diikuti pegawai baru PT. Askes cabang 
Surakarta, sedangkan untuk bahasa asing PT. Askes cabang Surakarta meminta 
pegawainya agar mengikuti kursus bahasa asing dengan dibiayai oleh PT. Askes 
Cabang Surakarta Dengan tingkat kemampuan serta sarana dan prasana yang 
memadai maka para pegawai akan dapat melakukan pekerjaan dengan baik 
sehingga pekerjaannya dapat terselesaikan tepat waktu. 
 
E. Faktor Penghambat Kinerja PT. Askes Cabang Surakarta 
 Pelayanan kinerja oleh PT. Askes Cabang Surakarta memiliki hambatan 
yang tidak begitu besar, hambatan disini terjadi karena kurangnya pegawai dalam 
menjalankan fungsinya. Bapak Handaryo selaku Kepala Cabang PT. Askes 
Cabang Surakarta menjelaskan sebagai berikut: 
“Analisa beban kerja belum dilakukan secara optimal ini dikarenakan 
masih banyanknya program serta kurangnya pegawai dalam menjalankan 
fungsinya, ini dikarenakan kurangnya pegawai baik tetap maupun 
kontrak.” (wawancara, 6 Agustus 2009) 
 
 Dari hasil wawancara di atas dapat diketahui bahwa yang menghambat PT. 
Askes Cabang Surakarta dalam pecapaian kinerja adalah kurangnya pegawai serta 
terlalu banyaknya program yang membuat kinerja pegawai menjadi lebih padat 
dan dapat mengurangi kinerja dari pegawai tersebut. 
 Askes sosial dalam hal ini mengalami hambatan dengan mitra kerja dalam 
hal ini dinas-dinas yang terkait dalam hal askes sosial, ini dapat dijelaskan oleh 
Bapak Handaryo selaku Kepala Cabang PT. Askes Cabang Surakarta mejelaskan 
sebagai berikut: 
“dipengaruhi oleh mitra kerja yang kurang tanggapan dalam hal masalah 
asuransi kesehatan, serta belum terciptanya komunikasi yang baik anatara 
PT. Askes dengan konsumen dan mitra kerja”. (wawancara, 6 Agustus 
2009) 
 
 Dari hasil wawancara tersebut dapat diketahui bahwa dalam mencapai 
efektivitas, PT. Askes Cabang Surakarta mempunyai hambatan yang berupa 
faktor komunikasi antar mitra kerja dan konsumen, yang mengakibatkan 
terjadinya kesalahpahaman terhadap mitra kerja seperti keterlambatan PT. Askes 
Cabang Surakarta dalam tenggang waktu pembayaran. Mitra kerja disini antara 
lain KPPN,  Rumah sakit, Dinas kesehatan, Puskesmas, Dokter Keluarga, Klinik 
dan Balai Pengobatan Umum, Apotek, Unit Pelayanan Transfusi Darah 
(UPTD)/PMI, Laboratorium Kesehatan daerah di seluruh Indonesia, Hal ini 
dikarenakan kurangnya komunikasi yang menyebabkan penundaan pelayanan 
asuransi kesehatan yang dibutuhkan oleh peserta askes sosial. 
 
F. Upaya Untuk Menghadapi Hambatan 
 Faktor hambatan kinerja PT. Askes, PT Askes berupaya menyelesaikan 
pekerjaan yang mereka tangani, ini dapat dijelaskan oleh Bapak Handaryo selaku 
Kepala Cabang PT. Askes Cabang Surakarta menjelaskan sebagai berikut: 
 “upaya dari PT. Askes dalam menghadapi hambatan dengan cara yaitu 
perancanaan program yang lebih baik, meningkatkan dukungan dengan 
pemda dengan melakukan forum resmi, konsultasi dan 
mengkomunikasikan dengan instansi/ dinas terkait sebanyak 1tahun/4X, 
sedangkan dengan provider melakukan pelayanan dengan PPK” 
(wawancara, 6 Agustus 2009) 
 
Demikian halnya dengan  Bapak Djonik selaku Kepala Seksi Adminstrasi 
dan Keuangan menjelaskan sebagai berikut: 
“Memang upaya yang dilakukan para pegawai untuk dapat melakukan 
tugas dengan baik sangat berperan mendukung kinerja di PT. Askes 
Cabang Surakarta ini. Kalau ada pegawai yang belum paham dan 
pengalaman dengan bidangnya mereka akan mencari tahu dari pegawai 
yang sudah berpengalama, dengan begitu pekerjaan akan terselasaikan 
dengan baik, serta unutk menambah pegawai PT. Askes Cabang Surakarta 
meminta PT. Askes Pusat untuk melakukan perekrutan pegawai yang 
unggul” (wawancara, 6 Agustus 2009) 
 
 Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat diketahui bahwa upaya yang 
dilakukan oleh PT. Askes dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dengan baik 
merupakan upaya PT. Askes dalam mengatasi hambatan yang terjadi di dalam PT. 
Askes tersebut. Upaya yang mereka tangani antara lain, dengn melakukan forum 
resmi, konsultasi, dan mengkomunikasi dengan pihak-pihak yang terlibat dalam 
program askes sosial seperti dinas kesehatan dan KPPN (Kantor Pelayanan 
Perbendaharaan Negara), untuk provider melakukan pelayanan yang baik dengan 
PPK (Pemberi Pelayanan Kesehatan) yang bekerjasama dengan PT. Askes akan 
sangat membantu dalam penyelesaian pekerjaan yang ada. Untuk perekrutan SDM 
PT. Askes Cabang Surakarta meminta izin dari PT. Askes Pusat di Jakarta untuk 
mengadakan perekrutan pegawai. Dengan upaya yang dilakukan oleh PT. Askes, 
mereka akan dapat lebih memahami bidang dan permasalahan yang sedang 
dihadapi dan dapat menentukan langkah-langkah yang dapat diambil untuk 
menyelesaikan pekerjaan dan masalah yang ada. Dengan demikian maka 










Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang dikemukakan dalam 
BAB III tersebut maka dapat diambil kesimpulan bahwa kinerja PT. Askes cabang 
Surakarta dalam layanan askes sosial secara umum dalam kategori baik, hal ini 
dapat dilihat dari: 
 
1. Efektivitas Pelayanan. 
PT. Askes cabang Surakarta dikatakan sudah efektif dalam pelaksanaan 
tugasnya. Hal tersebut bisa dilihat dalam dua indikator yakni efesiensi dan 
akuntabilitas. Efisien disini adalah bagaimana PT. Askes dapat mengolah data 
peserta dengan baik dengan adanya teknologi yang semakin maju membuat PT. 
Askes cabang Surakarta dapat memanfaatkan teknologi tersebut, seperti transfer 
dana klaim rumah sakit yang semakin cepat, pembuatan kartu peserta askes yang 
semakin cepat dan mudah karena adanya teknologi yang semakin maju, yang 
membuat peserta askes sosial tidak perlu menunggu terlalu lama untuk mendapat 
pelayanan dari PT. Askes. Sedangkan dari segi akuntabilitas, PT. Askes Surakarta 
melakukan pertanggung jawaban dokumen dan program anggaran askes sosial 
kepada PT. Askes Provinsi Jawa Tengah setiap tahunnya, dalam pertanggung 




melakukan pertanggungjawaban dapat membuat PT. Askes cabang Surakarta 
lepas kontrol yang dapat merugikan peserta askes, khususnya program layanan 
askes sosial yang sudah menjadi peserta asuransi tetap PT. Askes cabang 
Surakarta ini. Mengenai akuntabilitas keuangan, sudah cukup transparan. Dalam 
hal ini antara dana yang didapat dengan pengeluarannya jelas ada daftar laporan 
keuangan yang juga langsung di pertanggungjawabkan ke PT. Askes Provinsi 
Jawa Tengah. 
 
2. Kualitas Pelayanan. 
 Kualitas pelayanan kantor PT. Askes cabang Surakarta dalam usahanya 
sebagai Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang bergerak dalam bidang jasa 
asuransi kesehatan merupakan keseluruhan aktivitas yang berhubungan dengan 
pelaksanaan kegiatan pelayanan PT. Askes dalam lingkup usaha BUMN. Kualitas 
pelayanan ini sangat menentukan tingkat kepuasan peserta askes khususnya 
peserta askes sosial sebagai peserta asuransi di PT. Askes cabang Surakarta. 
Kualitas pelayanan di PT. Askes cabang Surakarta sudah cukup baik, pelayanan 
yang diberikan di PT. Askes dalam memenuhi kebutuhan pengguna jasa, telah 
sesuai dengan harapan-harapan dan aspirasi dari peserta askes sosial. Bukti 
langsung disini dapat dilihat dengan tersedianya sarana pelayanan, tersedianya 
fasilitas penunjang pelayanan, tersedianya pegawai yang melayani. Tersedianya 
sarana pelayanan di PT. Askes cabang Surakarta dapat dilihat dari adanya 
perangkat komputer sebagai sarana utama dalam pelayanan. Tersedianya fasilitas 




televisi, toilet, dan koran. Tersedianya pegawai yang melayani 26 sesuai standart 
yang di tetapkan oleh kantor pusat, namun jumlah tersebut dirasa kurang 
mengingat PT. Askes cabang Surakarta membawahi 4 Kabupaten dan 1 Kota, 
sehingga menimbulkan banyak antrian. Mengenai profesionalisme pegawai sudah 
ada diklat bagi pegawai dan tingkat pendidikan yang terbanyak adalah sarjana. 
 
3. Responsivitas. 
 Responsivitas PT. Askes cabang Surakarta sudah baik. Dilihat dari 
tanggapan PT. Askes cabang Surakarta terhadap harapan-harapan dan aspirasi dari 
pengguna jasa dalam memenuhi kebutuhan pengguna jssa asuransi kesehatan. 
Tingkat responsivitas diukur melalui sosialisasi dari organisasi PT. Askes cabang 
Surakarta kepada peserta askes sosial dan organisasi PT. Askes cabang Surakarta 
membantu kesulitan pelanggan. Sedangkan mengenai keluhan dari peserta askes 
sosial, meskipun jarang terjadi, namun PT. Askes cabang Surakarta memberikan 
kesempatan kepada pengguna jasa asuransi askes, khususnya program askes sosial 
untuk menyampaikan secara langsung maupun melalui sms guide. Sikap responsif 
PT. Askes juga ditunjang oleh fasilitas yang memadai yang dapat menunjang 
responsivitas PT. Askes cabang Surakarta, sehingga secara tidak langsung juga 
berimplikasi terhadap kinerja PT. Askes cabang Surakarta. 
 
B. Saran 
 Dalam upaya pencapaian kinerja PT. Askes cabang Surakarta dalam 




informasi yang jelas dan akurat kepada peserta askes sosial, seperti adanya papan 
informasi persyaratan yang dipasang, sehingga pegawai tidak berulang-ulang 
dalam memberikan penjelasan kepada setiap peserta askes yang datang ke askes 
cabang Surakarta dan peserta askes sosial betul-betul mengerti dan dapat 
dimanfaatkan keberadaaan program askes sosial bagi peserta askes sosial itu 
sendiri. Untuk mengatasi masalah tentang kelengkapan persyaratan, informasi 
yang jelas memang sangat dibutuhkan, serta langsung memberikan informasi ke 
instansi pemerintah, TNI-POLRI bagaimana cara pembuatan kartu askes, serta 
informasi lainnya yang diperlukan peserta askes sosial, Selain dengan 
mengadakan sosialisasi kepada peserta askes dan mitra kerja terutama Rumah 
Sakit agar tidak terjadi keterlambatan pembayaran klaim terhadap peserta askes 
sosial yang dapat mengakibatkan pelayanan terhadap peserta terlambat, perlu di 
tingkatkan komunikasi terhadap mitra kerja dan mengadakan forum 
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